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ABSTRAK

Nama : Wibowo Prakoso
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul . ANALISAYURIDIS PERJANIN MAGANG NOTARIS

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS DAN MENURUT IKATAN NOTARIS
INDONESIA

Perjanjian magang Notaris Di Indonesia belum diaecara terperinci dalam
Undang-Undang atau suatu peraturan. pelaksanagnjBsn magang Notaris
harus mendapatkan pengaturan secara khusus, selkegegntingan serta hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak mendapatkannoerhgan secara Hukum.
sehubungan dengan adanya kerahasiaan akta Notagsid keberadaan pekerja
magang pada kantor Notaris tersebut menurut jugaipakan hal yang harus
diperhatikan. Selama ini pelaksanaan perjanjianamggd\otaris sebagian besar
hanya dituangkan dalam bentuk perjanjian magangraelisan, akan tetapi
menurut lkatan Notaris Indonesia ( INI ) dan pekemagang seharusnya
perjanjian magang dituangkan dalam bentuk tertidswajiban Notaris untuk
merahasiakan isi akta dan segala keterangan yaegotéh guna pembuatan akta
juga merupakan suatu kewajiban yang harus diembelm para pekerjanya.
Karena pada praktiknya, kewajiban tersebut adagabakban untuk merahasiakan
dari pihak lain yang berada di luar kantor atauep@an Notaris yang tidak
mempunyai kepentingan dengan akta. pada kantorriSlatgharusnya dibuat
perjanjian secara tertulis, termasuk perjanjianamggAdanya perjanjian magang
secara tertulis akan lebih menegaskan kedudukapagla kantor notaris, yang
dapat membedakan hak dan kewajibannya dari pekanadi kantor Notaris,
serta perlu terus ditingkatkan peranan lkatan Netandonesia untuk
mengusahakan agar pengaturan mengenai kerja magedey kantor Notaris
diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabataarisloatau dalam suatu
perundang-undangan tersendiri. Dan seharusnya nparja magang Notaris
dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

Kata kunci : Magang Notaris
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ABSTRACT

Name : Wibowo Prakoso
Study Program: Public Notary
Title - JURIDICAL ANALYSIS OF NOTAR INTERNSHIP

AGREEMENT BASED ON LABOR ACT NUMBER 13 YEAR 2003 BLIC
NOTARY ACT NUMBER 30 YEAR 2004 AND INDONESIA NOTARY
BOARD.

Notary apprenticeship agreement in Indonesia habea®n regulated in detail in
the Act or a regulation. Implementation of the inthip agreement notary must
obtain a special arrangement, so that the inteagsighe rights and obligations of
each party to have protection in law. Relationh® ¢onfidentiality of notary deed
in the presence of apprentices at the Notary'seff also according to that must
be considered. During this apprenticeship agreeiMetdry implementation
largely takes the form of an internship in oralesgnent, but according to the
Indonesian Notaries Association (INI) and appresttiapprenticeship agreement
should set forth in written form. Notary obligatitmkeep confidential the
contents of the deed and any information obtainentder to manufacture deed is
also an obligation that must be borne by the warkBecause in practice, Public
Notary has a compulsory to keep confidential fraireo parties outside the
notary's office or employment that does not haventerest in the deed. At the
Notary's office should have made an agreementitingy including an internship
agreement. The existence of a written internshipegent will further affirm its
position on the notary's office, which can distiisgiuthe rights and obligations of
other workers in the office of notary, and neetdéancreased role of the
Indonesian Notaries Association to work to makaragements regarding
internships at Notary's office be clearly definedhie Act Notary Act or in a
separate legislation. And Deed of apprenticeshipexgent should set forth in the
form of a written agreement.

Keywords: Apprenticeship Deed
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BAB |

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sektor ketenagakerjaan merupakan hal yang sangatinge dalam
meningkatkan pembangunan nasional.perlu dimbilusteaigkah strategis untuk
mengantisipasi setiap masalah ketenagakerjaankatmrgsungan pembangunan
national tidak terganggu.Dalam alinea keempat dambukaan undang-undang
dasar 1945 amandemen keempat disebutkan bahwan tdma pembentukan

Negara Indonesia adalah:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan selurunpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umumgragaskan
kehidupan bangsa dan ikut melakksanakan Kketertidania yang
berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi,dan&eadsial”.

Penjabaran dari tujuan Negara tersebut tertuaragrdphsal 27 ayat 2 UUD 1945
Amandemen keempat yang menyatakan bahwa: “Tiapaega Negara berhak
atas pekrjaan dan penghidupan yang layak bagi kesrean”. Demikian pula
dalam pasal 28 d ayat 2 UUD 1945 Amandemen keemligatakan: “Setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbaanpdrlakuan yang adil dan

layak dalam hubungan kerja.”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diartikamébpemerintah sangat
memperhatikan usaha-usaha perlindungan bagi késegah para pekerja. Hal ini
diperkuat dengan pendapat Koko Kosidin yang mekgatsbahwa Indonesia
adalah suatu Negara hukum dalam arti luas (Negesaj&hteraan) yang sangat

memperhatikan perlindungan hukum bagi setiap waggaranya,Dan sebagai

Universitas Indonesia
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suatu Negara kesejahteraan.Indonesia juga sangapeneatikan upaya-upaya ke
arah terciptanya kesejahteraan rakyat

Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa isiekeétian pasal 28 d
atyat 2 UUD 1945 Amandemen keempat tersebut belurapatd
dilaksanakan,karena dalam praktiknya hubungan amgekerja dan pengusaha
ternyata tidak selalu harmonis,banyak pekerja yanggasa diperlakukan tidak
adil dan layak oleh pengusaha.

Berbagai masalah seringkali muncul antara pengusatian
pekerjanya.Diantaranya masalah Pemutusan Hubungema KPHK) secara
sepihak yang dilakukan oleh pengusaha dengan mdaperhatikan hak-hak
pekerja yang timbul akibat adanya PHK tersebutrggja pada akhirnya akan
menimbulkan perselisihan perburuhan.Padahal sehamuslalam melakukan
PHK,pengusaha harus memperhatikan ketentuan-katentang mengatur tata
cara Pemutusan Hubungan Kerja.karena salah satwkbeerlindungan bagi

pekerja.

Pembaharuan hukum sangat diperlukan dalam peyuban karena
pembangunan dalam bidang tertentu tanpa dimbangnhgah adanya
pembaharuan hukum yang sesuai akan menimbulkampatigan bahkan dapat

menghambat tujuan pembangunan.

Hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangeyarakat.
Perkembangan masyarakat di dalam bidang hukum njianaharus baerjalan
dengan teratur dan diikuti dengan pembentukan nomwwn@a sehingga dapat
berlangsung secara harmonis.Undang-undang ketesgamk mengatur tentang
segala hal yang berhubungan dengan tenaga kekgada sebelum,selama dan
sesudah masa kerja.Dimana dalam pelaksanaannyhaiibat adanya perjanjian
kerja.Sedangkan pengerian dari tenaga kerja itdisedalah seperti yang dietur

dalam pasal 1 angka 2 undang-undang ketenagakeygam bunyinya sebagai

! Koko Kosidin, Aspek-Aspek Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan
Perseroan (Persero), (Bandung : Disertasi,Universitas Padjadjaran, 1996) him 13

Universitas Indonesia
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berikut:“Tenaga kerja adalah setiap orang yang nmaplakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memedmbutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat’Dalam undang-undang keadeajgan dikenal istilah
pekerja atau buruh seperti dalam pasal 1 ayat § pamyinya adalah sebagai
berikut: “Pekerja atau buruh adalah setiap orangyy@ekerja dengan menerima
upah atau Imbalan dalam bentuk lain.”

Hubungan hukum yang terjadi antara pekerja dan pénkerja adalah
dalam suatu perjanjian kerja sebagaimana diatandglasal 1 angka 15 undang-
undang ketenagakerjaan yang bunyinya sebagai betikerjanjian kerja adalah
perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pehgust@u pemberi kerja yang
memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban paek

Hak dan kewajiban antara pemberi kerja dengan ekaru akan ada
setelah dibuat suatu perjanjian kerja seperti y@intaksud dalam pasal 1 angka

15 undang-undang ketenagakerjaan tersebut.

Dengan demikian bila seseorang telah mengikatkan ddilam suatu
perjanjian kerja,berarti secara pribadi otomtisusabersedia bekerja di bawah

perintah orang lain.

Para pihak yang terikat oleh perjanjian yang dibyatdisebut sebagai
subjek perjanjian.Dengan pengertian ini maka sulgekanjian kerja adalah
pekerja atau buruh dan pemberi kerja.Sedangkan gilangksud dengan obyek
atau prestasi dari perjanjian adalah isi dari pgiga itu yaitu menyangkut hak-

hak dan kewajiban yang membuat perjanjiaf itu

Akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian kesdalah adanya suatu
hubungan kerja yang dimaksud dalam pasal 1 angkaurddang-undang
ketenagakerjaan yang bunyinya adalah sebagai befftubungan kerja adalah

? Zainal Ashyhadie, Dasar2 Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada,, Jakarta, 2000
him 56
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hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau bardhsarkan perjanjian

kerja yang mempunyai unsur pekerjaan upah dantphrin

Pengertian notaris menurut pasal 1 arfigkJUJN yang bunyinya adalah
sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yaeigvenang untuk membuat
akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimanakdun dalam undang-

undang ini”.

Notariat adalah suatu lembaga dengan para pengabgéang ditugaskan
oleh kekuasaan umum (openbaar gezag) untuk menalatabukti tertulis yang
mempunyai kekuatan otentik karena undang-undangyhauaskan demikian atau

dikehendaki oleh masyaraRat

Hubungan kerja timbul dari perikatan yang terjadiasga pemberi kerja
dan penrima kerja berdasarkan perjanjian.Hubung@&mjak dapat berupa

menjalankan perusahaan atau menjalankan pekérjaan

Pada kantor Notaris,dalam menjalankan jabatanntajacharus selalu
memperhatikan  kesejahteraan para pekerjanya,tekmapada pekerja
magang.Pekerja Magang disini adalah lulusan progPaisca Sarjana Magister
Kenotariatan yang disyaratkan oleh undang-undangon@®0 tahun 2004 tentang
jabatan notaris (selanjutnya disingkat UUJN) untoénjalani magang sebelum
diangkat sebagai Notaris.Sebagaimana dikatakanpalgdl 3 huruf f UUJN:

“Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Notaris hamlaht menjalani
magang dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-tpada kantor
Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomer@agnisasi Notaris
setelah lulus strata dua Kenotariatan.”

Demilkian pula dalam keputusan Menteri Kehakimam Ddak Asasi
Manusia Republik Indonesia (KepMenKeh dan HAM Rémor M.01.Ht.03.01
tahun 2003 tentang Kenotariatan,dikatakan olehlgasgat 2: “ Bahwa untuk

diangkat sebagai Notaris harus telah mengikuti Mggé#i kantor Notaris selama

* Lumban Tobing GHS, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983 him 2.
* Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1999, him 36
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2 (dua) tahun berturut-turut setelah lulus pencidikspesialis Notariat atau

Magister Kenotariatan.”

Lamanya waktu yang ditentukan oleh UWilh KepMenKeh dan HAM
RI bagi calon Notaris untuk magang menunjukkan kmahwagang tersebut
bukanlah sekedar magang sebagaimana magang dal@mjipe pemagangan
yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 13 t&#0@38,akan tetapi benar-
benar bekerja secara nyata di kantor Notaris.

Menurut pertimbangan pemerintah,di dalam mengisioltggan tempat
Notaris,harus diutamakan kandidat-kandidat yanghtehenjalani masa magang

(kerja) sekurang-kurangnya satu tahun

Dalam masa magang itulah seorang (Yalbiotaris memperoleh
keterampilan dan pengetahuan praktis yang sangatuliikan kelak di dalam
menjalankan jabatannya sebagai Notaris.Hanya demgan melihat sendiri
setiap hari dan secara langsung memberikan pelayar@adap masyarakat yang
meminta bantuannya di dalam penyelesaian berbagaisoglan yang
dikemukakan kepadanya,dapat membentuk Notaris lyaikgdan terampil.

Magang yang dimaksud adalah bekerjaraetidak terputus-putus pada
kantor Notaris.Hal ini diperkuat oleh pendapat kKe#idang organisasi Ikatan
Notaris Indonesia (INf) yang mengatakan bahwa magang bagi lulusan Magiste
Kenotariatan adalah bekerja secara nyata padarkisotaris di bawah bimbingan
Notaris yang bersangkutan.Hak dan kewajiban yampgjiai pekerja magang
dapat saja berbeda dengan yang dipunyai oleh pegttap di kantor
Notaris,karena belum adanya pengaturan mengenarjpeknagang di kantor
Notaris dalam peraturan perundang-undangan.mesldpiam Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatengenai perjanjian
pemagangan,namun ketentuan tersebut tidak dapanakgn sebagai pedoman

bagi pemagangan di kantor Notaris.Karena pemagasgam ketentuan tersebut

> Lumban Tobing GHS, Op. Cit, him 22.
® Wawancara dengan Abdul Syukur Hasan, S H, Ketua Bidang Organisasi Ikatan Notaris Indonesia,
Notaris dan PPAT di tangerang, Pada Tanggal 18 November 2010
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adalah salah satu sistem dari pelatihan kerja y@ertujuan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan groten
kerja,produktifitas,disiplin sikap dan etos kerjadp tingkat keterampilan dan
keahlian terentu sesuai dengan jenjang dan kuagifijabatan atau pekerja (pasal

1 angka 9 undang-undang nomor 13 tahun 2003)

Dan hanya berlaku bagi peserta pemagangan padahael&erja yang
diadakan oleh suatu perusahaan bagi tenaga kegatpepemagangan dalam
pelatihan kerja ini belum benar-benar resmi bekakgtetapi diberikan pelatihan
dan pendidikan di bidangnya.Untuk dlihat hasil &eya lalu dinilai guna
pengngkatannya sebagai pekerja pada perusahaarbgesangkutan.Bila setelah
lewatnya waktu yang ditentukan untuk lamanya wag&magangan ternyata
peserta magang tidak memenuhi kualifikasi yang tditkan perusahaan,maka
peserta tidak diambil sebagai pegawai pada perasafay bersangkutan.Berbeda
dengan pekerja magang di kantor Notaris,yang beeasar bekerja sambil
berlatih untuk meningkatkan keahliannya dalam pkakbtaris.Dikatakan bener-
benar bekerja karena hubungan antara Notaris depgkerja magang telah

memenuhi unsure-unsur yang menentukan adanya habegja, yaitt:
1. Adanya pekerjaan yang harus dilakukan
2. Adanya perintah (bekerja atas perintah atasanpsiagusaha)
3. Adanya upah

Tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur terseblia tidak ada hubungan
kerja.Dalam pasal 50 undang-undang nomor 13 tald@3 2ijelaskan: “Bahwa
hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjiagjakantara pengusaha dan

pekerja/buruhnya”

7 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 him 83.

8 Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, PT Rineka
Cipta, Jakarta, 2001 him. 83.

°Ka rtasapoetra G, Et. Al. Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Sinar
Grafika, Jakarta, 1994, him 30
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Berdasarkan isi pasal di atas yang menyebutkan ddtwungan kerja
baru ada setelah adanya perjanjian kerja.Makargenekerja termasuk ke dalam
hukum yang bersifat otonom,artinya hukum yang mergau kedudukan dan
peran yang sangat penting dan menentukan mengekaldn kewajiban kedua
belah pihak serta menentukan penyelenggaraan haburigerja,putusnya
hubungan kerja,serta pasca hubungan ¥erja

Dengan adanya perjanjian kerja diharapkan paraysamg/majikan tidak
lagi dapat memperlakukan para pekerja dengan sewemenang.Karena di
dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak damakban secara timbal balik
antara pengusaha dan pekerja.Dengan demikian kéeleh pihak dalam
melaksanakan hubungan kerja telah terikat padayapa mereka sepakati dalam

perjanjian kerja maupun dalam peraturan perundawdgiugan yang berlaku.

Perjanjian kerja dimaksud dapat dibuat baik setstalis maupan secara
lisan.Perjanjian kerja sebaiknya dibuat secaraulierfetapi pada praktiknya
banyak perjanjian kerja yang hanya secara lisanudamialau bagaimanapun
perjanjian kerja tertulis lebih disukai,karena kebhenjamin perlindungan dan
kepastian hukum bagi para pihak dalam suatu hulukega.

Pada suatu kantor Notaris, untuk lebih melindunggdudukan pekerja
magang dan Notaris,sebaiknya dibuat suatu perjakgga tertulis antara Notaris
dengan pekerja magang,dalam hal ini adalah pemarferja magang.Karena
belum adanya ketentuan yang mengatur secara kimmsogenai pekerja magang
di kantor Notaris,maka dengan dibuatnya perjanamna magang secara tertulis
merupakan suatu langkah untuk memahami dan menaangkgala hak dan
kewajiban yang dipunyai baik oleh pekerja magangupuna Notaris itu
sendiri,dan sebagai sarana perlindungan hukum Keattyianya.Dengan demikian
Notaris dapat mencantumkan syarat-syarat dan ketenyang harus dipenuhi
oleh calon Notaris selama bekerja magang padamgygaketentuan mengenai upah

serta ketentuan mengenai penyelesaian perseligifsainya pemberhentian

10 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja,Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta 1995 him 5.
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secara sepihak yang dilakukan oleh Notaris.Kareit@ tdak dibuat suatu

perjanjian kerja magang tertulis,maka banyak kowmse&i yang harus dipikul
oleh Notaris di kemudian hari, seperti kerahasiakta yang harus dijaga. Di
dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentarajgakNotaris,pada pasal
16 menyebutkan bahwa salah satu dari kewajiban ridotdalah menerima
magang calon Notaris.Dengan demikian Undang-undalady mengatur secara
tegas bahwa seorang Notaris tidak dapat menolakgdka calon Notaris yang
ingin magang di kantornya.Dalam hal ini kedua bgpittek baik Notaris dan

calon Notaris yang akan mangadakan magang,telahiliiepedoman dalam

melaksanakan hubungan hukum antara kedua belak s¢bagaimana tersebut di

atas.

Berdasarkan keinginan untuk melindungi Notaris wmalenenjalankan
jabatannya dan melindungi kedudukan pekerja magadg kantor Notaris,serta
mengingat pentingnya hubungan kedua belah pilraklia,maka penulis tertarik
untuk meneliti dan menuangkan masalah di atas.$epapengetahuan penulis
belum pernah diajukan sebagai bahan penelitian pieak lain.Meskipun ada
judul yang berkaitan dengan judul penulis,namurelolenelitian dan pokok
permasalahan serta pembahasannya sangat berbedandeasil karya tulis
penulis.Adapun judul yang akan menjadi bahan peselpenulis adalah sebagai
berikut:

“Analisa Yuridis Perjanjian Magang Notaris Menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaari)ndang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Mamut lkatan
Notaris Indonesia”
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2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di ,ataska dalam hal ini penulis
menuangkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian magang Nothtisjau dari
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keteragan,
Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatatarisl dan
Menurut Ikatan Notaris Indonesia?

2. Permasalahan apa yang akan timbul sehubungan deadanya
kerahasiaan akta Notaris dengan keberadaan pekegang pada kantor
Notaris tersebut menurut undang-undang nomor 30nté#004 tentang

jabatan Notaris?
3. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam pemelibi adalah Yuridis
Normatif,yaitu dengan mengkaji dan menguji aspglekshukum dalam proses
pelaksanaan perjanjian kerja dan juga dalam mek#emerlindungan hukum
dan juga dalam memberikan perlindungan hukum terh@era tenaga kerja yang
dihadapkan pada suatu pekerjaan yang mengharuskak membuat perjanjian

kerja.
Sesuai dengan tahapan penelitian,maka dataotiéh dengan teknik:

1. Studi kepustakaan, dengan mengkaji literatur -rdite, peraturan

perundang undangan, serta hasil penelitian.

2. Wawancara kepada pihak yang terkait,yaitu Notabgganisasi Notaris

(Ikatan Notaris Indonesia) dan pekerja magang,
3. Pengamatan secara langsung praktik magang di kisiotaris.

Metode analisa dalam penulisan tesis ini adalalodeetinalisa yuridis

kualitatif.yuridis karena penelitian ini bertitiblak dari peraturan-peraturan yang
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ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif yaiaitat cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apagyalinyatakan oleh sasaran
penelitian yang bersangkutan secara tertulis asam Idan perilaku nyata yang
diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian gamuh ,dan tidak menggunakan

rumus-rumus matematis.

4. Sistematika Penulisan
BAB | ; Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belgkistasalah yang
hendak diteliti oleh penulis, berikut rumusan malaerta tujuan penelitian.
Selanjutnya akan dikemukakan sistematika penutisan metode penelitian.

BAB Il : Analisa Yuridis Perjanjian Magang Notamdenurut Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undaugng
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris danulMenkatan

Notaris Indonesia

Bab kedua terdiri atas dua sub bab yaitu padabsib pertama akan
dibahas mengenai hubungan pekerja magang dengaridNdblam perjanjian
magang berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003itarig
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 30 tahun B&tdng Jabatan Notaris
dan menurut Ikatan Notaris Indonesia. Pada akHiribiaakan dibahas mengenai
hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pikd&nd praktik magang
Notaris menurut Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 206dtang Jabatan

Notaris.
BAB Il : Kesimpulan dan saran

Sebagai penutup tesis ini, penulis akan kemukalesimpulan berikut

saran-saran berkaitan dengan permasalahan yarttadibkeh penulis.
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BAB ||

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN MAGANG NOTARIS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS DAN MENURUT IKATAN NOTARIS
INDONESIA

1.Landasan Teori
1.1. Peranan Profesi Notaris Bagi Masyar akat

Keberadaan dan kehadiran seorang notaris senardipsdukan oleh
masyarakat, terutama masyarakat yang sedang mearbbagkan setiap individu
memerlukan jasa notaris. Hal ini timbul dari kelh#n dalam pergaulan sesama
manusia yang menghendaki adanya alat bukti bagirgragenai hubungan hukum
keperdataan yang ada dan/ atau terjadi diantarakaeSuatu lembaga dengan
para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaamrmuomiuk dan apabila
undang-undang mengharuskan atau dikehendaki olslyarskat, membuat alat
bukti tertulis, yang mempunyai kekuatan otetftik

Sebagai ilustrasi, sejak seseorang (akan) melaggaarperkawinan dapat
mempergunakan jasa seseorang notaris dengan menirité&k dibuatkan
perjanjian kawin. Demikian pula dalam kehidupan asehari, misalkan
mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual bekar menukar, perjanjian
kredit dan lain sebagainya. Bahkan seseorang y&ag &erwasiat sebelum
meninggal dunia, menuangkan kehendak terakhirngggnd akta wasiat yang
dibuat dihadapan notaris. Demikian pula seseoramg yelah meninggal dunia,
para ahli waris menyelesaikan pembagian hak waaisigngan membuat akta
pemisahan dan pembagian warisan pada notaris. skgdk orang lahir sampai
meninggal dunia, selalu tersentuh dan terkait denagsa notaris.

Sejalan dengan gerak pembangunan nasional yangkiserkamplek
ditambah dengan kemunculan era perdagangan belmdml(gpsi) dewasa ini,

% ymban Tobing G H' S, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit : Erlangga, Jakarta, 1983 halaman 2
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maka fungsi dan peran notaris tentunya akan semakas dan semkin

berkembang, karena kelancaran dan kepastian huluimseélgenap usaha yang

dijalankan oleh masyarakat akan semakin dibutuhkam. hal ini tentunya tidak
terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang ithhas oleh notaris.

Pemerintah sebagai pihak yang memberikan wewenapada notaris dan

masyarakat sebagai pihak yang mempercayakan uresakepada notaris,

tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa gilegikan oleh notaris
benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapahdakan.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untakbuat akta
otentik juga memiliki kewenangan-kewenangan laibag@imana diatur oleh
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tertabatan Notaris, yaitl} :

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatanarpemn dan ketetapan
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan/atdu yang
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatatalam akta otentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyinagéa, memberikan
grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itingegapembuatan akta-akta
itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan keppeéjabat lain atau orang lain
yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastiggat surat di bawah
tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

3. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan rftanddalam buku
khusus.

4. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tandabawah salinan yang

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkaamd surat yang

bersangkutan.

Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengam asiraya.

Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pearbakta.

Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Membuat akta risalah lelang, dan

© 0 N o O

Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan pengwdadangan

1 Ibid, Halaman 49
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Dasar awal eksistensi notaris adalah berdasarkda Pasal 1868 KUH
Perdata yang berbunyi :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalaemtuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh ataaddipan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat makta

dibuatnya.”

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh nedprleerja juga untuk
kepentingan negara. Namun demikian notaris bukgrggfawai negeri. Mengenai
notaris sebagai pejabat umum, namun bukan sebagawai negeri. Lumban
Tobing, G.H.S, mengatakan bahwa :

“ Adalah suatu keharusan untuk menjadikan notaebagai pejabat

umum, sebagian dengan definisi dari akta otentikgydiberikan oleh
Pasal 1868 KUHPerdata. Akan tetapi, tidaklah beft@ahwa notaris
adalah pegawai negeri, yakni pegawai yang merupddegian dari
suatu korps pegawai yang tersusun, dengan hubukgga yang
hirearkis, yang digaji oleh pemerint&h

Notaris sebagai pejabat umum, artinya bahwa kepat#ais diberikan dan
dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umuom ripanjangkau publik
(openbaar gezag). Sebagai pejabat umum notaris diangkat oleh nedara
bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaumogaris bukan merupakan
pegawai negeri yang menerima gaji dari negara. kéerBanya menerima
honorarium atadiee dari klien. Notaris dipensiunkan oleh pemerintakan tetapi

tidak menerima pensiunan dari pemerintah.

Pelayanan kepentingan umyypublic service) tersebut adalah pelayanan
dalam pembuatan bidang akta dan tugas-tugas lam giéebankan pada notaris,
yang melekat pada predikat sebagai pejabat umulayd™an umum merupakan
hakekat tugas bidang pemerintahan yang didasaréda psas memberikan dan
menjamin adanya kepastian hukum bagi anggota nastarDalam bidang

12 Ibid, halaman 36
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tertentu tugas itu oleh undang-undang diberikandipercayakan kepada notaris.
Adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-unddeny kepercayaan
masyarakat yang dilayani oleh notaris, menjadi dasgas dan fungsi notaris

dalam lalu lintas hukum.
Wewenang notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu :
1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangtauyang dibuat itu;

Tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua teitgi seorang
pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertgaknoi yang ditugaskan

atau dikecualikan kepadanya berdasarkan perateramgeang-undangan.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenal oramgramtuk kepentingan

siapa akta itu dibuat;

Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepgatirsetiap orang. Di
dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang Jabatarariklotnisalnya,
ditentukan bahwa notaris tidak diperkenankan memlakda untuk diri
sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempuiydungan kekeluargaan
dengan notaris baik karena perkawinan maupun h@arudgrah dalam garis
keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpdagiesan derajat, serta
dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketegyga menjadi pihak
untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukaau@in dengan
perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketenimaradalah untuk

mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyatetggujabatan.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tedipstna akta itu dibuat;

Bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnyarétagbatannya) dan
hanya di dalam daerah yang ditentukan bagiannyaeriapat kewenangan
untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat dildaerah jabatannya adalah
tidak sah.
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4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai wakibysgan akta itu.

Notaris tidak boleh membuat akta selama masih d&kawlaan cuti atau
dipecat dari jabatannya, notaris juga tidak bolebminuat akta sebelum

memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Tanggung jawab notaris dalam kaitannya dengan grdfekum tidak
dapat dilepaskan dari pendapat bahwa dalam melakaanabatannya notaris
tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itudisensehingga terhadap

notaris diharapkan dapat merefleksikannya di datstayani masyarakat.

Seorang notaris yang tidak bertanggung jawab ddak timenjunjung
tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuraratgimya adalah berbahaya
bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Jadi seldanya tanggungjawab dan
etika profesi, adanya integritas moral yang bagajmerupakan persyaratan yang

penting yang harus dimiliki oleh setiap notaris.

Kewajiban Yang Dimiliki Notaris
Dalam menjalankan jabatannya, oleh Pasal 16 Untkmagng nomor 30

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahotaris mempunyai

kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihden menjaga pihak yang
terkait dalam perbuatan hukum;

2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimparsebagai bagian
dari Protokol Notaris;

3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kuatigkta berdasarkan
Minuta Akta,;

4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan ddfaang-Undang ini,
kecuali ada alasan untuk menolaknya,;

5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yancatdiau dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan aktaisgsoigan sumpah/jan;ji

jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
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6. Menijilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulaenjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, ddsa jumlah akta tidak dapat
dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat difiiehjadi lebih dari satu
buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan ddnutapembuatannya pada
sampul setiap buku.

7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidakydibatau tidak diterimanya
surat berharga.

8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiatimmeurutan waktu
pembuatan akta setiap bulan;

9. Mengirimkan daftar sebagai mana dimaksud dalamfh@ruatau daftar nihil
yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat \WRsprtemen yang tugas
dan tanggung jawabnya di bidang kenotarisan dalakius (lima) hari pada
minggu pertama setiap bulan berikutnya;

10.Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftasiat pada setiap
akhir bulan;

11.Mempunyai cap/stempel yang memuat Lambang Negapaldik Indonesia
dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan najabatan, dan tempat
kedudukan yang bersangkutan;

12.Membacakan akta di hadapan penghadap dengan diblathipaling sedikit 2
(dua) orang saksi dan ditandatngani pada saamga ¢leh penghadap, saksi,
dan Notaris dan;

13.Menerima magang calon notaris.

1.2. Ketentuan Magang Bagi Calon Notarisdi Indonesia
Pengaturan tentang tata kerja notaris di Indornteda& dapat terlepas dari
keberhasilan lembaga ini di negara-negara Eropa patumnya dan di negara
Belanda pada khususnya. Dikatakan demikian karesrangang-undangan di
bidang kenotarisan di Indonesia berakar dari negelanda tanggal 9 Juli 1842
itu sendiri pada gilirannya sekalipun bukan mer@pakerjemahan sepenuhnya,
namun susunan dan isinya sebagian besar mengawnkolhcdari undang-undang

notaris Perancis dari 2%entuse IX (16 Maret 1803) yang dulu pernah berlaku di
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Belanda, sehingga apabila orang ingin sungguh-sungmempelajari dan
mengerti Peraturan Jabatan Notaris yang berlakundonesia, suatu studi
perbandingan mengenai ketiga perundang-undangametupakan suatu syarat
yang tidak dapat diabaik&h

Fungsi notaris yang dikenal saat ini, mulai masek Ilkdonesia pada
permulaan abad ke-17 dengan beradddyst Ind Compagnie di Indonesia. Pada
tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan atetdljadikannyaJacarta
sebagai ibu kota (tanggal 4 Maret 1621dinamaRatavia), Melchior Kerchem,
sekretaris dariCollege van Schepenen di Jacarta, diangkat sebagai notaris
pertama di Indonesia. Cara pengangkatan notaria pa#ttu itu sangat menarik
perhatian, karena berbeda dengan pengangkatanisngtzda saat ini. Pada
pengangkatan Melchoir Kerchem sebagai notaris ligekasecara singkat dimuat
suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaam wWewenangnya, yakni
untuk menjalankan tugas jabatannya di kédearta untuk kepentingan publik.
Kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaaitungasuai dengan sumpah
setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatbaddiparBaljuw di Kasteel
Batavia (yang sekarang dikenal dengan gedung Departememangan —
Lapangan Banteng), dengan kewajiban untuk men#taftssemua dokumen dan
akta yang dibuatnya, sesuai dengan bunyi institiksi

Setelah Pengangkatan Melchoir Kerchem sebagariaopada tahun
1620, jumlah notaris di Indonesia terus bertambahlaupun lambat, yang
disesuaikan menurut kebutuhan pada saat itu. Rada 11650 ditentukan, bahwa
di Batavia hanya akan ada 2 (dua) orang notarisutidink menandakan bahwa
jumlah ini telah mencukupi, dikeluarkan bersamaangan itu suatu ketentuan
bahwa paraprokureur dilarang untuk mencampuri pekerjaan notaris, denga
maksud agar dengan cara demikian masing-masingn@ghodapat memperoleh
penghasilannya secara atlil

Pada tahun 1625 Jabatan Notaris dipisahkan daigalsekretaris, yaitu
dengan dikeluarkannya instruksi untuk para Notpada tanggal 16 Juni 1625.

B Lumban Tobing G H S, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983 halaman 2-3
13 Ibid, Halaman 15
" Ibid, Halaman 17-18
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Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh pagantara lain menetapkan bahwa
Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yangcdigekan kepadanya dan
tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-kepada orang-orang yang
tidak berkepentingat?.

Sebenarnya di Indonesia telah beberapa kali dikekark tentang
perlunya diadakan “masa magang” ini. Sangat disglkeam bahwa pada waktu
dikeluarkan Ordonansi Tahun 1907 Nomor 485, yangqgawir lebih lanjut
perincian mengenai mata pelajaran untuk ujian-ujiagian-bagian |, Il dan I,
tidak sekaligus diatur di dalamnya tentang keharusatuk menempuh suatu
“masa magang” (werkstage) bagi para calon notétenjadi pertanyaan, apakah
pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu mengandgdpva “masa magang”
itu tidak perlu.

Sebenarnya ada sa@ijblad yang pernah menyinggung tentang masa
magang ini. Dengaouvernementsmissive tanggal 29 November 1889 nomor
2763. Bijblad Nomor 5142, kepada Direktur v, Jistitiminta perhatiannya, agar
dalam mengisi lowongan tempat notaris, harus memgaitan kecakapan dari
pelamar yang bersangkutan. Dengan pengertian bdbveadap calon-calon
notaris yang belum dapat memberikan bukti tentatg@kapannya sebagai notaris
pengganti, hendaknya diberitahukan kepada merekak upekerja di bidang
kenotarisan dan membuktikan tentang adanya kecakapétis yang diperlukan.

Tetapi yang mengherankan adalah, bahwa Bijblad ndd81 tersebut
baru diumumkan tahun 1897, yang sekaligus melarapirissive dari Sekretaris
Pertama Gubernur Jenderal Tanggal 6 Juli 1895 B&8 Yang berisika :

“ Bahwa menurut pertimbangan pemerintah, di dalaemgisi lowongan
tempat notaris harus diutamakan kandidat-kandidagytelah pernah
menjalani masa magang (kerja) sekurang-kurangnigatil) tahun dan
pula dikehendaki agar di dalam mengajukan suatul wsuuk
pengangkatan seorang notaris, hal ini harus difikamaoleh Kepala

Departemen yang bersangkutan.”

'® Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, 2008, him 20
" Ibid, Halaman 21-22
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Berdasarkan kenyataan ini, maka pada saat ini,asahgigukan apakah
pemerintah (pada waktu itu) mempunyai maksud agsatpran itu sungguh-
sungguh dilaksanakan. Timbulnya keraguan itu sabgaalasan, oleh karena
penempatan peraturan tersebut dalam satu Bijbladbd&an dalam ordonansi
yang mengatur jabatan notaris (Notaris Reglemen&mberikan peraturan itu
hanya suatu sifat “anjuran” dan tidak merupakartusypersyaratan yang harus
dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai notaris.tefgebut memperkuat dugaan
yang terdapat di beberapa kalangan beberapa [phalya penempatan peraturan
tersebut dalam suatu Bijblad oleh pemerintah dimadkan agar di dalam adanya
usul untuk mengisi lowongan notaris, pemerintabpgegnempunyai kebebasan di
dalam menentukan pilihannya. Dugaan tersebut teanabukti, karena seperti
yang dikemukakan oleh P. Vellenia dalam bukunyar “Beglement op her
notarisambt in Indonesia”, telah terjadi pengangkasebagai notaris seorang
pensiunan “President Raad van Justitie”, yang tigdnah kerja sebelumnya di
kantor notaris.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, adanyagiaamyuntuk terlebih
dahulu menjalani suatu “masa magang” sebelum sgatapat diangkat sebagai
notaris, adalah sangat penting. Dikatakan demikerena selama masa magang
itulah sebenarnya seorang calon notaris dapat memepeketerampilan dan
pengetahuan praktis yang sangat dibutuhkannya keila#talam menjalankan
jabatannya sebagai notaris. Bagi seorang notariskudapat menjalankan
jabatannya dengan sebaik-baiknya, pengetahuanidemerupakan sesuatu yang
harus dimilikinya dan pengetahuan teoritis ini Isaditerapkan langsung dalam
praktik. Hanya dengan cara langsung praktik sdti@ap dan secara langsung di
kantor Notaris, Hal demikian sangat dibutuhkan admpat membentuk notaris
yang baik dan benaf.

Karena dalam Peraturan Jabatan Notaris yang latak titemukan satu
pasal pun yang membahas mengenai magang, sebagaielan disebutkan di
atas, maka pada praktiknya magang yang dilakukkom geotaris pada awalnya
dikenal dengan istilah stase (stage). Magang tetseérbeda dengan magang

' Ibid, Halaman 110
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sebagaiman yang dilakukan saat ini. Saat ini maghlagukan calon notaris

sambil menyelesaikan kuliah, seolah-olah merupakasiu kewajiban bahwa
magang harus dilakukan saat masih menempuh peadidibtariat. Sehingga
kehadirannya pada kantor notaris pun tidak secamas tmenerus. Karenanya
magang tersebut sama dengan pengertian magang dyaergal secara umum,

yaitu calon pegawai yang belum diangkat secarg teddgena masih dalam tahap
belajar dan tidak diberi upah, ini sesuai dengamgyeerjadi di Surabaya, yang
membayar adalah pekerja magang kepada Notaris.

Baru pada tahun 2003, Menteri Kehakiman dan HaksiAs#éanusia
Republik Indonesia mengeluarkan keputusannya tgnjabatan notaris, yang
dikenal dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Asdsi Manusia Republik
Indonesia (KepMenKeh dan HAM RI) Nomor M 01.Ht.0B.0ahun 2003
Tentang Kenotarisan. Dikatakan oleh Pasal 8 (ayl¢utusan tersebut :

“ Bahwa untuk diangkat sebagai Notaris harus tet@ngikuti magang di

kantor Notaris selama 2 (dua) tahun berturut-tusetelah lulus

pendidikan spesialis notariat atau magister keraigar.”

Dengan adanya keputusan tersebut, maka jelas bkbwajiban calon
notaris untuk magang adalah setelah menyelesagaaigikan kenotariatan. Bila
pada praktiknya masih ada yang menjalani magang rsasih memperoleh
pendidikan kenotariatan, hal itu hanya merupakatuskebutuhan calon notaris
untuk memperdalam ilmu praktis notaris yang dapamivantunya dalam
memahami perkuliahan khususnya mengenai pembulatan a

Adanya ketentuan bahwa magang tersebut harus Kdaksetelah lulus
pendidikan kenotariatan, bukanlah tidak beralag@mulis menangkap maksud
dikeluarkannya keputusan tersebut adalah agar isoy@ng diangkat kelak
merupakan seseorang yang benar-benar telah menguwaktk notaris secara
professional, dan agar Notaris dapat memiliki katgrilan yang dibutuhkan
dalam masyarakat guna menjalankan Jabatannya,gehidgpat menciptakan
seorang Notaris yang baik dan benar. Karena denljjakukannya magang

setelah lulus dari pendidikan kenotariatan, kelzautiya pada kantor notaris harus
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terus menerus dan tidak terputus-putus, sehinggkn canotaris dapat
berkonsentrasi pada pekerjaanya tanpa harus memia&gii dan pikiran antara
kuliah dan pekerjaan. Oleh karena itu, saat ini angglebih dikenal dengan
sebutan kerja magang, karena calon notaris bemarbleekerja berdasarkan
keahliannya di bidang notariat di bawah bimbingatans yang bersangkutan.
Kewajiban agar magang dilakukan setelah selesaligian kenotariatan,
maka dipertegas dengan diundangkannya dengan Wtdtzalmng Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Tangga{t@€&r 2004, yang oleh
Pasal 3 huruf f undang-undang tersebut dikatakan
“ Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Notaris haelsh menjalani
magang dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan berturut-pada kantor
Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomeigsinisasi Notaris

setelah lulus strata dua kenotariatan.”.

1.3. Magang Calon Notaris

Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2@@dang Jabatan
Notaris menegaskan bahwa salah satu syarat untpkt ddiangkat sebagai
Notaris, bahwa calon Notaris tersebut telah menjdidagang atau nyata-nyata
telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waRt(dua belas) berturut-turut
pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau mtsmendasi Organisasi
Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;didam Penjelasan pasal tersebut
ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "prakarshriSeadalah bahwa calon
notaris dapat memilih sendiri di kantor yang dimgn dengan tetap

mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Jabataisidt

Syarat Magang untuk calon Notaris bersifat impé&ratitinya harus
ditempuh dan harus ada tanda buktfflyMagang ini sangat penting untuk calon

Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu kenotamiagang diperoleh dalam

¥ Habib Adjie, Hukukm Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, P T Refika Aditama, Jakarta, 2008 , Halaman 62-63

2R Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, Cet. Ke-2, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
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bangku kuliah dengan praktik Notaris, dan hal-laarlya yang tidak diperoleh
dalam bangku kuliah, tapi hanya ada dalam prakiitaNs, misalnya menata
usahakan minuta akta ke dalam Repertorium ataupengisi buku daftar untuk
surat yang dibukukan atau surat yang disahkan,ydag lebih penting belajar
memahami keinginan para penghadap dan memformatasya ke dalam bentuk
akta Notari".

Magang sebagaimana tersebut di atas sudah teridgaslembaga
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magistnotariatan, artinya
keluaran (out put) dari lembaga pendidikan tersaepenuhnya menjadi urusan
para Notaris yang akan dijadikan tempat Magan@maaitan ini seharusnya ada
kurikulum Magang yang dibuat oleh organisasi Jabaléotaris, sehingga
kurikulum Magang tersebut dapat dijadikan pedonatagenilaian selama masa
Magang. Tanpa adanya pedoman atau kurikulum Magasgbut, dikhawatirkan
Magang tersebut hanya untuk memenuhi kewajiban, sgdangkan secara
substansi ada kemungkinan calon Notaris tersebdutrbmengetahui seluk-beluk
mengenai praktik Notaris, karena pengetahuan yaperaleh selama Magang

akan menjadi dasar pertama kali untuk praktik seblsgtaris.

Ketentuan Magang sebagaimana tersebut wajib dilakukan sebagai
syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris, perlu disyaratkan juga Magang
sebagai salah satu syarat kelulusan dari lembaga pendidikan kenotariatan,
artinya sebelum mahasiswa melakukan ujian tugas akhir (tesis) wajib mebuktikan
tanda telah Magang. Dengan demikian ada Magang sebelum dan setelah lulus.
Magang seperti ini agar lulusan pendidikan kenotatiatan sudah mempunyai
pengetahuan Magang sebelumnya untuk dilanjutkan Magang setelah lulus.
Dengan adanya pedoman Magang tersebut, maka CaltarisNyang Magang
di/pada Notaris, dapat diukur kemampuannya secantauka, sehingga dapat

! Wawancara dengan Abdul Syukur Hasan S H, Ketua Bidang Organisasi lkatan Notaris Indonesia
(INI') dan Notaris Di Tangerang ,pada tanggal 18 November 2010, di Kantor Sekretariat Ikatan
Notaris Indonesia Jakarta Pusat
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diketahui kekurangannya untuk kemudian dibina atdatih lebih lanjut oleh
Notaris yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undaomdt 30 tahun
2004 tentang Jabatan Notaris, jika tidak dilaksanakeh Notaris artinya Notaris
tidak mau menerima Magang, maka kepada Notaris ymrgangkutan tidak
dikenakan sanksi apapun. Meskipun kewajiban tetdabpa sanksi secara moral
ketentuan tersebut wajib untuk dilaksanakan oletialis®y dan harus diingat
semua Notaris yang sekarang menjalankan tugasajabat sebagai Notaris
pernah Magang pada Notaris sebelum yang bersamgkiittngkat sebagai
Notaris.

Meskipun demikian alangkah bijaknya bila organigasifesi Notaris,
yaitu Ikatan Notaris Indonesia ( INI ) meminta képapara anggotanya untuk
menerima Magang tersebut, sebagai bentuk tanggawgbj moral terhadap
kelangsungan dunia Notaris Indonesia

Salah satu syarat calon Notaris jika ingin menjaltitaris adalah
melakukan magang di kantor Notaris sesuai dengeatypan perundangan yang
berlaku. Adanya persyaratan untuk terlebih dahuénjalani magang, sebelum
seseorang dapat diangkat sebagai Notaris, adalagpatsgpenting. Dikatakan
demikian, karena selama masa magang itulah sely@enasorang Notaris dapat
memperoleh keterampilan dan pengetahuan praktig gangat dibutuhkannya
kelak di dalam menjalankan jabatannya sebagai NotBagi seorang Notaris
untuk dapat menjalankan jabatannya dengan sebéikylaa sebagaimana yang
diharapkan oleh masyarakat umum, pengetahuanisem@rupakan sesuatu yang
harus dimilikinya dan dimana pengetahuan teoritg bagi Notaris harus
diterapkan langsung di dalam praktek, begitu Nst&rjun dalam masyarakat,
maka jelaslah dimilikinya pengetahuan praktis smgat penting. Hanya dengan
jalan melihat sendiri secara langsung dan setiap heaka dengan sendirinya
memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang rreebmntuannya di dalam
penyelesaian berbagai persoalan yang dikemukakpadkeya, yang berkaitan
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dengan pembuatan akta, sehingga dapat membentukridNgtang baik dan
terampif?.

1.4. Pelaksanaan Perjanjian Magang di Kantor Notaris

Salah satu kewajiban notaris menurut Pasal 16 Widadang Nomor 30
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah menenagang calon notaris. Bila
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dikatakan bameverima magang calon
notaris adalah kewajiban, maka ketidakpatuhan teqin&etentuan tersebut adalah
suatu pelanggaran. Karena itu saat ini dikantoteddamotaris lebih mudah ditemui
calon notaris yang magang, baik yang masih besstafthasiswa maupun lulusan
pendidikan kenotariatan. Meskipun demikian masita awtaris yang tidak
bersedia menerima magang calon notaris, dengaanalasrang produktifnya
kantor notaris yang bersangkutan, sehingga dikhekaat notaris tidak sanggup
untuk menggaji pekerja magang tersebut. Karena aterdjterimanya calon
notaris untuk magang dikantornya, berarti menambathah pekerja pada kantor
notaris.

Melalui penelitian yang dilakukan penulis di karkantor notaris, yang
diantaranya adalah pengurus lkatan Notaris IndanéBil), yaitu melalui
wawancara baik kepada calon notaris yang bekerjganta maupun terhadap
notaris itu sendiri, ditemukan fakta bahwa magamrgibulusan pendidikan
kenotariatan adalah benar-benar bekerja. Salamysatadalah pendapat Ketua
bidang Organisasi lkatan Notaris Indonesia (INI)dAb Syukur Hasan, yang
mengatakan :

“ Bahwa magang bagi lulusan pendidikan Kenotarisddalah bekerja

secara nyata pada kantor notaris di bawah bimbingsaris yang
bersangkut&f.”

> Lumban Tobing GH S, op. cit, halaman 120

> Wawancara dengan Abdul Syukur Hasan S H, Ketua Bidang Organisasi Ikatan Notaris Indonesia
(INI'),pada tanggal 18 November 2010, di Kantor Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia Jakarta
Pusat
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Karena meskipun mereka belum mempunyai pengalanada praktik
notaris, mereka telah dianggap sebagai orang yamgpéten di bidangnya
berdasarkan pendidikan yang mereka tempuh padaaurenotariatan. Sama
halnya pada pekerjaan bidang lain yang mempridaiaseorang ‘Sarjana’ untuk
diangkat sebagai pekerja pada suatu instansi, patadari segi pengalaman ia
tidak memilikinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai lulusan pedkdid Kenotariatan
calon notaris bekerja magang bukan semata-matak unenambah keahlian,
tetapi juga untuk penghidupan, yaitu menambah pesilgim. Bila yang bekerja
magang di kantor notaris masih berstatus mahasgavaja menerima upah atas
pekerjaannya, bisa saja dikatakan bahwa meskipdndaji tetap tetapi ia tidak
benar-benar bekerja pada kantor notaris. Karenavasotawal adalah untuk
menambah ilmu dalam praktik notaris sembari kuliddw) biasanya upah yang
diterima adalah sebagai pengganti transportasia#liednnya pada kantor notaris
pun tidak secara terus menerus, ini yang pada uimggn kantor notaris dikenal
sebagai magang pasif. Setelah ia lulus dari pekatidnotariat, ketika itulah
magangnya dilakukan secara penuh, yaitu bekerjgaemidak terputus-putus
yang kemudian dikenal sebagai magang aktif.

Dikatakan bekerja, karena selain kerja magang ilakukan secara tidak
terputus-putus, pekerja juga digaji secara tetdgagamana karyawan notaris
yang lain. Meskipun tidak semua notaris menerapki@gah Minimum yang
ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 teritatenagakerjadh Hal
ini disebabkan oleh apa yang telah penulis sebutamtas, yaitu kurang
produktifnya kantor notaris yang bersangkutan. Namdemikian, pada beberapa
kantor notaris ternyata Upah Minimum tersebut berlddal ini tentunya didasari
oleh kesadaran notaris atas konsekuensi pekergaanig limpahkan pada pekerja
magang dan konsekuensi atas status bekerja ydmggikan bagi pekerja magang.
karena arti magang bagi calon notaris adalah bee@ar bekerja, maka

seharusnya notaris menyadari konsekuensi yang lid@ustatus tersebut, yaitu

** Wawancara dengan Ruri Habsariwati, S H, Notaris di Bandung, pada tanggal 10 November
2010

Universitas Indonesia
Analisa yuridis..., Wibowo Prakoso, FH Ul, 2011.



26

konsekuensi dari adanya suatu hubungan kerja, yadamya hak dan kewajiban
yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, ydregur oleh peraturan

perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Kedwlealoleh notaris dan

pekerja magang telah dibuat suatu perjanjian kerjalis yang memuat segala hal
mengenai hubungan kerja tersebut, maka ketentuamgeng-undangan dapat
dikesampingkan.

Namun pada praktiknya, sampai saat ini tidak diteanu adanya
perjanjian kerja tertulis (termasuk perjanjian kemagang) pada kantor notaris.
Suatu hubungan kerja di kantor notaris selalu diadengan perjanjian kerja
secara lisan. Khusus bagi pekerja magang, hubukega banyak yang berawal
dari adanya rekomendasi, sehingga suatu perjakgga tertulis dianggap tidak
penting. Selain itu hubungan kerja pada kantorrieotelalu menerapkan prinsip
kekeluargaan, sehingga kepercayaan antara notarispdra pekerjanya, dan
antara sesama pekerja itu sendiri menjadi modataidalam menjalani hubungan
kerja tersebut.

Sejak awal diterimanya pekerja magang di kantoramt notaris
menyerahkan tugas kepada pekerja magang sebagaierhadap karyawan lain
dikantornya, baik pekerjaan di kantor maupun diatgai®. Setiap karyawan
notaris termasuk pekerja magang masing-masing aigakan untuk menangani
1 (satu) atau 2 (dua) buah Akta atau bahkan lelit itu, tergantung dari
banyaknya pekerjaan di kantor notaris yang berssagk Dari beberapa kantor
notaris yang penulis teliti, ada pekerja maganggyaanya bergelar Sarjana
Hukum. Namun tugas dan kepercayaan yang dilimpahigmadanya sama
dengan pegawai maupun pekerja magang yang lapunaligaji secara tetap oleh
notaris tempatnya bekerja. Karena itulah para reotarsebut mengatakan bahwa
magang bagi lulusan Pendidikan Notariat statuslgdah bekerja, karena calon
para notaris tersebut bekerja berdasarkan kealykadinbidang notariat. Magang
hanyalah istilah yang digunakan untuk memenuhiyaeatan yang diberikan

Undang-undang, sehingga pada saat akan diangkatmga notaris sebagai

> Wawancara dengan Jafron Chrisliansyah S H, M.kn, Pekerja Magang di Kantor Notaris
Tangerang, pada tanggal 20 oktober 2010
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notaris, syarat magang yang diharuskan oleh Untlamgng Jabatan Notaris dan
KepMenKeh dan HAM RI telah terpenuhi.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memang dikatak@ahwa
magang bagi calon notaris sekurang-kurangnya L)(¢ahun, dan Keputusan
Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Inddaenenyebutkan bahwa
magang tersebut sekurang-kurangnya adalah 2 (dinah.t Namun bukan berarti
bahwa magang itu ada batasan waktunya, yaitu Haratu 2 tahun. Kalimat
‘sekurang-kurangnya’ tersebut bermaksud bahwa wakatau 2 tahun adalah
waktu paling sedikit yang diberikan undang-undaragibcalon notaris untuk
magang. Karena membutuhkan waktu yang banyak umelkambah keahlian
dalam praktek notaris, mengingat jabatan notar@laddjabatan kepercayaan.
Pada prakteknya hal ini memang terjadi ada caldarisoyang bekerja magang
hingga 5 — 10 tahun karenanya perjanjian kerja mggikantor notaris bukanlah
perjanjian kerja untuk waktu tertentu.

Pada praktiknya masih ada sebagian notaris yangipues mengatakan
bahwa magang bagi lulusan pendidikan kenotariatatusya adalah bekerja,
tetapi tidak menyadari konsekuensi atau statusliets sebagai contoh saat
penulis mengajukan suatu wawancara pada salahnsepcaarié®, yaitu apabila
terjadi pemberhentian sepihak oleh notaris terhagakerja magang tanpa
memberikan pesangon, notaris tersebut mengatakamvababila terjadi
sedemikian, maka sebaiknya pekerja magang tidakintehapapun pada notaris.
Padahal bila dilihat dari ketentuan perundang-ugdankonsekuensi dari adanya
suatu hubungan kerja adalah terbitnya hak dan Keavaj Sehingga bila salah
satu pihak tidak memenuhinya, maka pihak yang @apat menuntut untuk
dipenuhi.

Mengingat hal tersebut maka adanya perjanjian kegeara tertulis
sangatlah penting bagi kelangsungan hubungan ap&kerja magang dengan
notaris, karena bila notaris yang bersangkutanktideenginginkan pekerja

magang dikemudian hari menuntut dipenuhi hak-halsgl@agai pekerja dengan

*® Wawancara dengan Ruri Habsariwati, SH, Notaris Di Bandung, pada Tanggal 10 November
2010
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perjanjian kerja tersebut notaris dapat mencantarsiarat-syarat selama pekerja
magang bekerja padanya, termasuk mengenai hak damjikan. Sehingga

terhadap hubungan kerja tersebut mereka tinggalgawen pada apa yang
disepakati dalam perjanjian kerja.

Keinginan untuk mewujudkan perjanjian kerja tegutii kantor notaris
telah terpikir oleh sebagian notaris yang penuliswancarai, hamun pada
kenyataannya sampai sejauh ini belum terlaksansadae pejabat umum yang
berwenang membuat akta otentik, seharusnya notaeisgetahui pentingnya
sebuah perjanjian kerja tertulis, yaitu sebagalimmungan dan kepastian hukum
bagi para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakuenulis, dilihat dari
perkembangannya dalam praktik, secara umum peajakgrjia magang di kantor
notaris dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (duapkgdok, yaitu :

1. Perjanjian magang pada kantor notaris bagi lulufamndidikan
Kenotariatan. Bagi lulusan Pendidikan Kenotariat@gang tersebut
adalah benar-benar bekerja berdasarkan keahliahmydang notariat.
Hubungan antara pekerja magang dan notaris adalampan antara
atasan (majikan) dan bawahan (pekerja) yang tekamenuhi unsur-
unsur suatu hubungan kerja, yaitu adanya pekerjagah dan
perintah. Dan bahwa perjanjian kerja magang tetda¢noeda dengan
perjanjian pemagangan sebagaimana diatur dalam nigAdadang
Tenaga Kerja, juga berbeda dengan pengertian magdgagy kamus
umum bahasa Indonesia.

2. Perjanjian magang pada kantor notaris bagi mahaspandidikan
Kenotariatan: Magang bagi calon notaris yang maérstatus
mahasiswa tidak mewajibkan mahasiswa untuk hadiaraeterus-
menerus pada kantor notaris, karena belum dianggbagai pekerja;
meskipun ada notaris yang mewajibkan demikian. wasiimelakukan
magang adalah untuk memperdalam ilmu kenotariataa ghembantu
mereka dalam memahami materi perkuliahan khususygag

menyangkut pembuatan akta. Kecuali bagi mereka ysetgelum
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menjadi mahasiswa Kenotariatan terlebih dahulu feekenagang
secara penuh, maka mereka tetap bekerja sembaryetasaikan
kuliah. Magang bagi mahasiswa Kenotariatan ini aesiengan
pengertian magang menurut Kamus Umum Bahasa Indongstu
Calon pegawai yang belum diangkat secara tetapa skeelum
menerima gaji atau upah karena masih dalam taHa@beBila dalam
praktik mereka menerima upah, itu hanyalah sebammigganti

transportasi yang diberikan oleh notaris.

1.5. Perjanjian Kerja Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentagtgikagakerjaan,

Perjanjian Kerja adalah :

“ Perjanjian antara pekerja / buruh dengan penguatdu pemberi kerja yang
memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban phek.”

Dengan adanya perjanjian kerja ini maka timbul sulatibungan yang
dinamakan hubungan kerja. Dimana definisi dari Imgam kerja itu sendiri
adalah suatu hubungan yang terjadi karena adanyanpen kerja antara
pengusaha dan pekerja / buruh, yang mempunyai ymskegrjaan, upah dan
perintah.

Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis hsam. Perjanjian kerja yang
dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya harusuaem

aNama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh;

c.Jabatan atau jenis pekerjaan;

d. Tempat pekerjaan;

e.Besarnya upah dan cara pembayarannya;

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajibangysaha dan

pekerja/ buruh;
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g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan;

I. Tanda tangan para pihak dalam perjanjiarakerj

Perjanjian kerja dimaksud dibuat sekurang-kurangagygkap 2 (dua), yang
mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekdsjguh dan pengusaha
masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kemggjaRjian kerja tidak dapat

ditarik kembali dan/atau tidak diubah, kecuali giessetujuan para pihak.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarlenisnya,
perjanjian kerja dapat dibedakan atas :
a. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu
Pasal 1603 (c) Ayat (1) KUH Perdata berbunyi :
“ Hubungan kerja berakhir karena jangka waktunyangyaelah
ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan ataatyp@n perundang-
undangan atau tidak ada, menurut kebiasaan, telalkHar.”

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa p@ajakerja untuk waktu
tertentu adalah perjanjian kerja yang jangka wajduditentukan berdasarkan
perjanjian, undang-undang, dan kebiasaan. Pemakgga untuk waktu tertentu
hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yanguroe jenis dan sifat atau
kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam wakentertyaitu :

1) Pekerjaan yang selesai sekali atau yang semeiifiatrays;

2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalaktuwyang tidak

terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

3) Pekerjaan yang bersifat musiman, atau

4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baruatkegbaru, atau

produk tambahan yang masih dalam percobaan atgajgiem.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini tidak damensyaratkan adanya

masa percobaan kerja dan tidak dapat diadakan yek&rjaan yang sifatnya
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tetap. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu irpatadiperpanjang atau diperbarui,
yaitu perjanjian kerja tersebut diadakan palingdai (dua) tahun dan hanya
boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktungalama 1 (satu) tahun.

b. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu

Menurut Pasal 1603 (g) KUH Perdata, perjanjian &esptuk
waktu tidak tertentu diartikan sebagai suatu p@gankerja yang
berakhirnya tidak ditentukan, baik oleh perjanjipataturan perundang-
undangan, maupun kebiasaan. Dengan demikian big#&k gelama-
lamanya, dan biasanya ditandai dengan adanya reaszbpan.

Tidak seperti perjanjian kerja untuk waktu tertemerjanjian kerja
ini dapat mensyaratkan adanya masa percobaan jalijag lama 3
(tiga) bulan dan dalam masa percobaan ini penguddilaaang
membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibsatara lisan,
maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatapdiaagja/ buruh
yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya harusmuate
keterangaff :

1) Nama dan alamat pekerja/ buruh
2) Tanggal mulai bekerja

3) Jenis pekerjaan, dan

4) Besarnya upah

Bila akan mengakhiri perjanjian kerja untuk wakidak tertentu ini
harus ada pengakhiran yang dilakukan baik oleh ymaita maupun oleh pekerja
dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satahbu
Suatu perjanjian kerja dapat diakhiri Bfta

a. Pekerja meninggal dunia;

7 Djumadi, Hukum perburuhan, perjanjian kerja, Edisi Revisi, P T Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1995, Halaman 125

’® Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Penerbit : Cemerlang,
Jakarta, 2003, pasal 61 ayat 1
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b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian;

c. Adanya putusan pengadilan dan/atau penetapan lembag
penyelesaian perselisihan hubungan industrial y@af mempunyai
kekuatan hukum tetap, atau

d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicd@undalam
perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkaakienya

hubungan kerja.

Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalmpengusaha atau
berakhirnya hak atas perusahaan yang disebabkaoafsn pewarisan atau
hibah. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubangeja sebelum berakhirnya
jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kesjaktu tertentu, atau
berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuaatad, maka pihak yang
mengakhiri hubungan kerja di wajibkan membayar igamgi kepada pihak
lainnya sebagai upah pekerja/ buruh sampai batdduwaerakhirnya jangka

waktu perjanjian kerja..

Hak dan kewajiban pekerja menurut Undang-Undangixaakerjaan
Hak dan kewajiban dari pekerja, seperti yang teiatakan sebelumnya,
yang merupakan kebalikan dari kewajiban pengusattara laif’ :
a. Hak untuk mendapatkan upah
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatakeselamatan
kerja.
c. Hak atas istirahat tahunan, atau cuti serta hakgtah penuh selama
menjalani cuti tersebut.
d. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layakkeaganusiaan.
e. Hak atas perlakuan yang sama
f. Hak untuk memilih pekerjaan sesuai bakat dan keriampya, dan

g. Hak untuk mendirikan dan menjadi anggota serik&epa.

° Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Halaman 125
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h. Hak-hak lain yang memang sudah seharusnya dirnoiigh pekerja.

Kewajiban-kewajiban dari para pekerja antara®fain

a. Melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telpérjahjikan
dalam perjanjian kerja.

b. Memenuhi segala ketentuan yang ada di perusahgaertisgang
tertera dalam peraturan perusahaan, perjanjian,kasepakatan kerja
bersama.

c. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sebagaipekearja yang
baik.

d. Menjaga rahasia perusahaan dengan baik.

e. Memakai perlengkapan bagi keselamatan kerja.

f. Membayar ganti kerugian kepada pengusaha apablkarjpannya
secara sengaja atau karena lalai melakukan kesalajeng

menyebabkan kerugian pada perusahaan.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, upahtakka sebagai
hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalamutenang sebagai kewajiban
dari pengusaha untuk memberikan imbalan yang gitata untuk dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan ketga @eraturan perundang-
undangan. Termasuk juga di dalamnya tunjangan pelggrja dan keluarganya
atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atawdd&kuokan.

Masalah yang sangat penting dalam masalah keteeigaak adalah soal
pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja (PH#)ungan kerja antara
pihak pekerja dan pihak pengusaha dalam suatu ppseuksi barang dan/jasa
tidak selamanya berjalan lancar tanpa adanya hamb@mbatan yang
memungkinkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kergalhirnya hubungan
kerja bagi tenaga kerja berarti kehilangan matacgesrian yang berarti pula
permulaan masa pengangguran dengan segala akipaseyangga untuk
menjamin kepastian dan ketenteraman hidup tenaga seharusnya Pemutusan

*® Ibid, Halaman 126
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Hubungan Kerja dihindari bahkan jika mungkin ditiaen sama sekali Akan
tetapi dalam kenyataannya membuktikan bahwa Pesrutdabungan Kerja tidak
dapat dicegah seluruhnya

Demikian pula halnya dengan kantor notaris. Meskipelah dilakukan
upaya-upaya untuk menghindarinya, pada akhirnyauResan Hubungan Kerja
bisa saja terjadi. Hal tersebut sesuai dengan keterPasal 151 Undang-undang
nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yamyatekan bahwa :

1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikaruhb dan
pemerintah, dengan segala upaya harus mengusalganjangan
sampai terjadi pemutusan hubungan kerja.

2) Apabila telah dilakukan segala upaya tetapi Penamtudubungan
Kerja tidak dapat dihindari maka maksud Pemutusabudgan Kerja
tersebut wajib dirundingkan oleh pengusaha dakaepekerja/serikat
buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekeraitouyang
bersangkutan bukanlah anggota dari serikat pekerjgat buruh.

3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada(2y&enar-
benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusahayahatapat
memutuskan  hubungan kerja dengan pekerja/buruh lakete
memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaianelpsaian
hubungan industrial.

Bila pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di kantbaris sesuai
dengan apa yang ditentukan oleh ketentuan di ataka tidak akan pernah ada
masalah. Hal ini akan berbeda bila Pemutusan Husuhkg@erja yang dilakukan
notaris adalah Pemutusan Hubungan Kerja secardnasepgerhadap pekerja
magang, dan bila Pemutusan Hubungan Kerja tersellakukan tanpa
memberikan uang pesangon, uang penghargaan maga dam/atau uang

penggantian hak terhadap pekerja magang yang eifgkan.

1 Zaeni Asyhadie.Dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, P T Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1994, Halaman 140

2 Sendjun H Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, P T Rineka Cipta,
Jakarta, 2001, Halaman 106-107
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Pada kantor notaris tidak terdapat perjanjian késgjulis, baik yang
mengatur mengenai hak dan kewajiban maupun mengemaberhentian (bila
kelak terjadi pemberhentian). Selama belum adaapgap kerja tertulis yang
mengatur masalah tersebut. Pemutusan Hubungan #iekantor notaris harus
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undgm@ge mengatur mengenai
Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam hal ini adalahnked®m Undang-undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Undangragnéomor 2 Tahun
2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungasthial.

Pemutusan Hubungan Kerja pada kantor notaris lthlalssanakan sesuai
dengan alasan-alasan yang membolehkan dilakukaReyautusan Hubungan
Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (bakh-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu bila rpekaelakukan kesalahan-
kesalahan berat seperti :

1. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapaangadan/atau

uang milik kantor notaris;

2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukaningga
merugikan kantor notaris;

3. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, mamak
dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, daadikitif [ainnya di
lingkungan kerja;

4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di linglan kerja;

5. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimigssan
sekerja atau notaris di lingkungan kerja;

6. Membujuk teman sekerja atau notaris untuk melakugarbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-usang

7. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiat&km
keadaan bahaya barang milik kantor yang menimbutleangian bagi
notaris;

8. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman @&eltarj notaris
dalam keadaaan bahaya di tempat kerja;
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9. Membongkar atau membocorkan rahasia kantor notgasg
seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentinggara;
10.Melakukan perbuatan lainnnya di lingkungan kantotaris yang

diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kesalahan berat sebagaimana dimaksud di atas Hadiskung dengan
bukti sebagai berikut :

a. Pekerja tertangkap tangan;

b. Ada pengakuan dari pekerja yang bersangkutan; atau

c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat ojghak yang

berwenang di kantor notaris yang bersangkutan dadukling oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, matais dapat
melakukan Pemusan Hubungan Kerja terhadap pekerjabglam hal terjadi
Pemutusan Hubungan Kerja, notaris diwajibkan membayang pesangon
dan/atau uang penghargaan masa kerja dan/atau peaggantian hak yang
seharusnya diterima, sesuai dengan Pasal 156 Bydn{ang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tetapi untukuRsan Hubungan Kerja

dengan alasan-alasan di atas, pekerja hanya meetpeang penggantian hak.

1.6. Perjanjian Pemagangan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang K etenagakerjaan Dan Magang Pada Umumnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dikatakan bahwa pemagangan merugdsd@an dari sistem
pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpatiua pelatihan di lembaga
pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawabingan dan pengawasan
instruktur atau pekerja/ buruh yang lebih berpemgaln dalam proses produksi

barang dan jasa di perusahaan dalam rangka memgketesiampilan atau
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keahlian tertentu. Dalam beberapa kamus Umum Bahlakmesia ditemukan
istilah Magang yang berbeda-beda diantaranya :

1. Kamus lengkap Bahasa Indonesia yang disusun olehnainy.S.
Chaniago mengatakan bahwa Magang adalah calon pegklam
tingkatan atau tahapan belajar.

2. Magang menurut Amran Y,S Chaniago dalam Kamus UrBamasa
Indonesia yang diantaranya adalah.

“ Calon pegawai yang belum diangkat secara tetap sggta belum
menerima gaji atau upah karena masih dalam taHaate

3. Nugroho Dewanto memberikan definisi Magang yang fiiareama
dengan pernyataan di atas, yaitu :

“Calon pegawai yang belum diangkat secara tetap Halum
menerima gaji.”

4. Hamid. H. dan rekannya Lestoro Purbo. R, memberikefinis

magang sebagai calon pegawai baru belajar bekerja.

Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pagagantara peserta
dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.nffangemagangan sekurang-
kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peskm pengusaha serta

jangka waktu pemagangan.

Hak dan kewajiban peserta pemagangan antara lain :

1. Berhak atas uang saku dan atau uang transport, enelajp jaminan
sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apahilas di akhir
program.

2. Berkewajiban untuk mentaati perjanjian pemagangaemgikuti tata

tertib program pemagangan dan mengikuti tata tpdisahaan.

Sedangkan hak dan kewajiban pengusaha antara lain :
1. Berhak atas hasil kerja/ jasa peserta pemagangamrekmt pemagang

sebagai pekerja/ buruh bila memenuhi persyaratan.
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2. Berkewajiban menyediakan uang saku dan/ atau uamgport bagi
peserta pemagangan, menyediakan fasilitas pelatim@myediakan

instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesekarja.

B. ANALISA YURIDIS

1. PERJANJIAN MAGANG NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
DAN IKATAN NOTARISINDONESIA

1.1. Perjanjian Magang Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang K etenagakerjaan

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang légedcerjaan telah
ditegaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungaaraamengusaha dan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang po@yai unsur pekerjaan,
upah dan perintah. Hubungan kerja menunjukkan kddard kedua belah pihak,
yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewd&ewajiban pekerja
terhadap majikan, serta hak-hak dan kewajiban-kbamj majikan terhadap
pekerja, yang merupakan konsekuensi dari adanya buaungan kerja

Dikatakan bahwa hubungan antara pekeg@gang dan notaris adalah
hubungan antara atasan (majikan) dan bawahan {pekkarena berdasarkan
wawancara penulis kepada para notaris, pada pngktiknagang bagi lulusan
pendidikan Kenotariatan adalah benar-benar bekeujgan magang sebagaimana
Perjanjian Pemagangan yang dimaksud dalam Undad@rgnNomor 13 Tahun
2003.

* Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Penerbit : Djambatan, Jakarta,
1994, Halaman 1
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Karena pengangkatan dalam undang-undang tersebutpakan salah
satu sistem pelatihan kerja yang diselenggarakeh statu perusahaan untuk
merekut pekerja. Berbeda dengan magang pada kaataris yang sejak awal
diterimanya calon notaris untuk magang, maka iaagabpekerja pada kantor
notaris. Setiap karyawan notaris termasuk pekeggamg baik masing-masing
maupun secara kelompok dipercayakan untuk menarigdésatu) atau 2 (dua)
buah akta atau bahkan lebih dari itu, tergantundapaanyaknya pekerjaan di
kantor notaris yang bersangkutan. Peserta magagg femagangan yang
dimaksud dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2@QGsstya belum menjadi
bagian dari perusahaan. Setelah ia menjani magalaghdangka waktu tertentu
yang telah disepakati, barulah ia dinyatakan ditarpada perusahaan tersebut.
ltupun dengan syarat bahwa ia telah memenuhi kaaiif yang dibutuhkan
perusahaan. Sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayaid@hg-undang tersebut
yang menyatakan bahwa kewajiban pengusaha adal@kmiepemagang sebagai
pekerja/buruh bila memenuhi persyaratan.

Menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18ina2003,
pengusaha di wajibkan untuk membuat perjanjian gamgan tersebut tidak di
buat tertulis, maka perjanjian magang tersebutgdjap tidak sah dan peserta
pemagangan akan berubah statusnya menjadi pe&Epagada perusahaan. Pada
kantor notaris hal tersebut tidak diwajibkan, pefgn kerja banyak yang terjadi
secara lisan dan tidak mensyaratkan adanya jangkiguwtertentu, karena
perjanjian kerja magang pada kantor notaris bukamlarjanjian kerja untuk
waktu tertentu. Meskipun dalam peraturan perundamangan mengenai
kenotarisan ditentukan bahwa magang bagi calonrinadakurang-kurangnya 1
atau 2 tahun, tetapi pada praktiknya bekerja magapat lebih dari waktu yang
ditentukan itu.

Bila akhirnya ada perjanjian kerja magang tertulis, adalah demi
kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masasgiag pihak serta untuk
adanya administrasi yang baik pada kantor Notd#&ena meskipun magang
bagi lulusan pendidikan notariat statusnya adakltefpa, masih ada saja notaris

yang tidak menyadari konskuensi dari status yamgridian tersebut. Sehingga
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dengan adanya perjanjian kerja tertulis maka tide§adi perselisihan di
kemudian hari para pihak tinggal mengacu pada yktg telah disepakati dalam
perjanjian kerja.

Perbedaan lainnya antara perjanjian pemagangamdadtalang-undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dengan magadg kantor notaris,
sebagaimana menurut penjelasan Pasal 22 ayatdahgtundang tersebut adalah
bahwa pemagangan dalam Undang-undang Nomor 13 T2008) mewajibakan
perusahaan yang hendak merekrut pekerja untuk rdiexkgen fasilitas pelatihan
baik di perusahaan itu sendiri maupun pada lemlyagg khusus mengadakan
pelatinan kerja serta menyediakan instruktur. Pleal@or notaris hal tersebut
tidak berlaku karena pekerja magang berkerja lanmgqada kantor notaris dan
yang menjadi pembimbing bagi para pekerja maganglahd notaris atau
karyawan notaris yang lebih berpengalaman, daapasl dari itu ia bekerja atas
pengetahuan dan kemampuannya sendiri di bidangatota

Satu-satunya hal yang sama, baik bagi magang dokaotaris maupun
pemagangan di suatu perusahaan, adalah bahwa nimdiak atas pengakuan
kualifikasi kompetensi kerja (sertifikasi). Karebagi calon notaris yang telah
memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkatgaelmetaris sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mendenotarisan, yaitu
telah magang sekurang-kurangnya 1 atau 2 tahun,anzginya diberi
Rekomendasi oleh notaris tempatnya bekerja, yangyatekan bahwa ia telah
menjalani magang pada kantor notaris selama wakselbut dan telah memahami
praktik kenotarisan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka madsayj kantor notaris
bagi lulusan pendidikan Kenotariatan memang beeraab berbeda dengan
magang pada umumnya, baik magang sebagaimana dichaldam kamus
umum Bahasa Indonesia maupun magang sebagaimgaajipar pemagangan
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 28G@8ena hubungan
antara pekerja magang dengan notaris adalah hubutgyga yang memenuhi
unsur-unsur adanya pekerjaan, upah, dan perintarenid terhadap hubungan

pekerjaan tersebut berlaku Undang-undang Nomoratiif 2003.
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Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 2@@Badap
hubungan antara notaris dan pekerja magang, mgkéadeal dan kewajiban yang
diatur dalam undang-undang tersebut yang timbulgambkonsekuensi dari
adanya suatu hubungan kerja juga menjadi baik damajioan yang harus
dipenuhi dalam hubungan kerja antara notaris d&argemagang.

Namun pada prakteknya, apa yang diatur dalam Undadgng Nomor
13 Tahun 2003 tentang ketemagakerjaan tidak sedeapan kenyataan.
Meskipun para notaris mengatakan bahwa magang lbéggan pendidikan
Kenotariatan adalah benar-benar bekerja, bahwaprastteknya hubungan antara
notaris dengan pekerja magang telah memenuhi wmswr suatu hubungan
kerja, namun masih ada notaris yang dalam menjatahkbungan kerja tersebut
tidak memperhatikan ketentuan undang-undang tetrsghlah satu contoh adalah
notaris tidak menetapkan upan Minimum bagi pekd?@dahal sebagai pekerja
pada kantor notaris, pekerja magang berhak atas mpamum tersebut. Artinya
bahwa ia berhak untuk diupah dengan nilai sekukamghgnya sebagaimana
yang ditentukan undang-undang tersebut, tidak baleting dari upah minimum.

Perjanjian kerja berdasarkan jenisnya, dapat dksedaatas Perjanjian
Kerja Untuk Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Wawaktu Tidak Tertentu.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah pg¢ganyang jangka waktu
berlakunya ditentukan dalam perjanjian kerja teuséb Itu berarti bahwa
perjanjian kerja untuk waktu tertentu haruslah whalentuk tertuli¥, karena
dalam surat perjanjian kerja tersebut jangka wdldtakunya perjanjian kerja
antara majikan dan pekerja dicantumkan, sehinggaséelah pihak dan pihak
lainnya yang berkepentingan mengetahui dengan kglpan dimulai dan kapan
berakhirnya perjanjian kerja tersebut. Bila peigmjkerja untuk waktu tertentu
dibuat tidak tertulis, maka pekerja yang bersargkwgtatusnya adalah sebagai
pekerja tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 57 (@ydiindang-undang Nomor 13
Tahun 2003.

i Sendjun Manulang, Op. Cit, Hlaman 69
» Djumialdji, Perjanjian Kerja, ( Cetakan I, Bina Aksara, 1977 ), Halaman 35
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- Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibumtak tertulis
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimalsiadayat (1)

dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktaktickrtentu.”.

Sedangkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tdttemenurut Pasal
1603 (g) KUH Perdata, diartikan sebagai suatu ppaja kerja yang berakhirnya
tidak ditentukan, baik oleh perjanjian, peraturarupdang-undangan, maupun
kebiasaan. Dengan demikian bisa untuk selama-lamnday biasanya ditandai
dengan adanya masa percobaan. Karena itu perjagegiga untuk waktu tidak
tertentu dapat dibuat baik secara tertulis maugeoara lisan. Menurut Pasal 63
ayat (1) dan (2) Undang —undang Nomor 13 Tahun 268&m hal perjanjian
kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, ampkngusaha wajib membuat
surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersgagk yang sekurang-
kurangnya harus memuat nama dan alamat pekerj&@/btamggal mulai bekerja,
jenis pekerjaan, dan besarnya upabh.

Perjanjian kerja magang pada kantor notaris terknasliam perjanjian
kerja untuk waktu tidak tertentu. Undang-Undangafab Notaris menentukan
bahwa magang bagi calon notaris sekurang-kurangtgiah 1 (satu) tahun, maka
pada praktiknya magang lebih dari waktu itu. Karem@nmbutuhkan waktu yang
panjang untuk menguasai praktik notaris, dan wakitu tahun itu adalah waktu
paling sedikit yang diberikan undang-undang balprcaotaris untuk magang.

Karena perjanjian kerja magang pada notaris meaipalerjanjian kerja
untuk waktu tidak tertentu, maka perjanjian kegasébut dapat dibuat baik
tertulis maupun lisan. Tidak diwajibkan tertulisar&na status pekerja pada
perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu adatebagai pekerja tetap. Sehingga
tidak diperlukan adanya ketentuan mengenai jangdwberakhirnya perjanjian
kerja yang wajib untuk dicantumkan dalam suatugmgign kerja tertulis karena
perjanjian kerja tersebut dapat untuk selamanydarDahal perjanjian kerja
tersebut dibuat secara lisan, maka harus adagemgangkatan bagi pekerja yang
bersangkutan. Pada kantor notaris hal tersebuk tidgadi. Selain tidak ada

perjanjian kerja tertulis, surat pengangkatan tidi#kerlakukan. Hal ini tidak
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sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pasal 6&ngnthdang Nomor 13
Tahun 2003. Sehingga dengan demikian kedudukanrjpekeagang sebagai
pekerja yang hak dan kewajibannya sama dengarrjpdkénya pada kantor
notaris, akan semakin terkukuhkan dengan adanygakasmn tersebut.

Masih banyak kekurangan dalam hubungan kerja ameraris dengan
pekerja magang. Pertama, tidak adanya perjanjiga tertulis yang menegaskan
kedudukan pekerja magang pada kantor notaris yapgtdnembedakan hak dan
kewajibannya dikemudian hari bila kelak terjadi ggtisihan. Kedua, masih ada
notaris yang tidak menerapkan Upah Minimum terhagekerja magang,
sehingga dengan begitu kesejahteraan pekerja twigmin. Karena dilihat dari
praktiknya, hubungan antara notaris dan pekerjaamggelah memenuhi unsur-
unsur adanya suatu hubungan kerja, yaitu adanyerjpek, upah dan perintah.
Sehingga dengan demikian terhadap hubungan kewgabig seharusnya telah
dilindungi oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 20@Bberarti ketentuan upah
pun menjadi hal yang harus dipenuhi notaris sesleaigan yang ditentukan

undang-undang tersebut.

1.2. Pelaksanaan Perjanjian Magang Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris lad@égabat Umum
yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kamgan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudilataris sebagai
Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pautarisl tidak pernah
diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selamaepanjang kewenangan
tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejadiat dalam membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangaaket menjadi kewenangan

Notaris.
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Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentidabatan Notaris mengatur
secara tegas mengenai magang bagi calon Notaregaelyarat bagi calon
Notaris untuk dapat diangkat menjadi Notaris seimag@aa diatur dalam pasal 3
huruf f, yang menjelaskan bahwa syarat untuk dajmgkat sebagai Notaris
adalah telah menjalani magang atau nyata-nyath ted&erja sebagai karyawan
Notaris dalam jangka waktu 12 ( dua belas ) bulartubut-turut pada kantor
Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomer@@ginisasi Notaris setelah
lulus strata dua kenotariatan. Dengan adanya parattersebut, maka calon
Notaris yang sebelum menjadi atau menjalankan gabs¢bagai Notaris, Wajib
melakukan magang sebagaimana yang telah diatumddiadang-undang yang

berlaku tersebut di atas.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentdabatan Notaris tidak
mengatur secara terperinci dan jelas mengenai nsRanpelaksanaan magang
bagi pekerja Magang Notaris di kantor Notaris. petaenurut pasal 16 huruf m
undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabaitaridl disebutkan bahwa
salah satu dari kewajiban Notaris adalah menerinaamg calon Notaris.
Berdasarkan peraturan tersebut, maka Notaris wajtuk menerima peserta
magang yang akan magang di kantornya. Notarisatitauntuk menolak peserta
magang yang akan magang di kantornya, sesuai dergyaturan perundangan

yang berlaku.

Dalam hal pelaksanaan Magang Notam&-Hak dan kewajiban antara
pekerja magang dan Notaris sangat penting untukddihgi. Kepentingan dari
masing-masing pihak yang dalam hal ini adalah peseagang dan Notaris harus
mendapatkan perlindungan, sehingga tidak terjadsatah antara para pihak
dalam pelaksanaan magang di kemudian hari, salaiunya seperti
pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oletaridokepada pekerja
magang. Guna terwujudnya hal tersebut di atas, rmakarusnya antara pekerja
magang dan Notaris dalam pelaksanaan magang merkbesapakatan yang
berupa perjanjian magang. Hal tersebut guna meng#n menyelesaikan

masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hatara pekerja magang dan
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Notaris, dan guna melindungi kepentingan masingimyaspinak dalam
pelaksanaan magang.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2@#iang Jabatan Notaris
tidak mengatur secara tegas dan jelas mengendispel@an perjanjian magang
Notaris. Sehingga dalam pelaksanaannya sampaiisiaabhanya berdasarkan
kebijakan dari Notaris yang bersangkutan dan barllas kesepakatan dari para
pihak yang dalam hal ini adalah pekerja magang Nataris. Seharusnya
peraturan perundangan yang berlaku saat ini menga&mngenai pelaksanaan
perjanjian magang Notaris, baik mengatur mengeraituk dari perjanjian
magang Notaris, maupun mengatur mengenai isi dajamian magang Notaris
itu sendiri, sehingga pekerja magang dan Notarisidagatkan perlindungan

secara hukum dalam hal pelaksanaan perjanjian rgddataris.

Kantor notaris belum ada yang menerapRarjanjian kerja tertulis,
termasuk perjanjian kerja magang. Pada saat peksagang diterima bekerja
pada kantor notaris, perjanjian kerja terjadi sederan. Hal ini terjadi karena
pada kantor notaris selalu menerapkan prinsip kekgaan, sehingga
kepercayaan antara notaris dan para pekerjanyaadi@mna pekerja itu sendiri
menjadi modal utama dalam menjalankan hubungama kersebut. Sehingga
keberadaan perjanjian kerja tertulis dianggap tjpketing lag®®.

Dalam pasal 16 huruf e Undang-Undawognbr 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, mengatur bahwa Notaris wajib nasiakan segala sesuatu
mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterayayag diperolehnya guna
pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau jarpatecuali Undang-undang
menentukan lain. Kewajiban untuk merahasiakan aegaésuatu yang
berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnyéahadatuk melindungi
kepentingan semua pihak yang terkait dengan akt&elet. Guna memenuhi
kewajiban tersebut, maka Notaris dalam pelaksamaagang dianggap perlu

untuk membuat suatu perjanjian magang secaraitedahgan pekerja magang

*® Wawancara dengan Ruri Habsariwati, SH, Notaris Di Bandung, pada Tanggal 10 November
2010
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yang akan melakukan magang di kantornya, walaupompai saat ini tidak ada
Notaris yang menerapkan hal tersebut.

Berdasarkan data yang penulis tuangkan pada Tesisdilihat dari
perkembangannya dalam praktek, penulis telah mesijkian perjanjian kerja
magang pada kantor notaris ke dalam 2 (dua) kel&myzatu :

1. Perjanjian kerja magang pada kantor notaris badisdun Pendidikan
Kenotariatan; Bagi lulusan Pendidikan Kenotariataamgang tersebut adalah
benar-benar bekerja berdasarkan keahliannya dingideotaris. Hubungan
antara pekerja magang dan notaris adalah hubungaraaatasan (majikan)
dan bawahan (pekerja) yang telah memenuhi unswrusisatu hubungan
kerja, yaitu adanya pekerjaan, upah dan perintalm. liahwa perjanjian kerja
magang tersebut berbeda dengan perjanjian pemagaebagaimana diatur
dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tersebatadi juga berbeda
dengan pengertian magang dalam kamus umum Bahdwaelsia.

2. Perjanjian kerja magang pada kantor notaris baghasiawa pendidikan
Kenotariatan; Magang bagi calon notaris yang mdamlstatus mahasiswa
tidak mewajibkan mahasiswa untuk hadir secara tereserus pada kantor
notaris, karena belum dianggap sebagai pekerjakimes ada notaris yang
mewajibkan demikian. Motivasi melakukan magang adal untuk
memerdalam ilmu kenotariatan guna membantu mergkamd memahami
materi perkuliahan khususnya yang menyangkut petabukta. Kecuali bagi
mereka yang sebelum menjadi mahasiswa Kenotaritgdebih dahulu
bekerja magang secara penuh, maka mereka tetaprjdbekembari
menyelesaikan kuliah. Magang bagi mahasiswa Keiataar ini sesuai
dengan pengertian magang menurut Kamus Umum Bdhdeaesia, yaitu
calon pegawai yang belum diangkat secara tetap betum menerima gaji
atau upah karena masih dalam tahap belajar. Bilamdgraktik mereka
menerima upah, itu hanyalah sebagai penggantipoatasi yang diberikan

oleh notaris.
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Perjanjian magang tersebut sebaiknya dituangkaanddélentuk tertulis,
dan disetujui serta di tandatangani oleh pekerjgam@ dan Notaris itu sendiri.
Dalam pelaksanaan perjanjian magang tersebut, keglaaiisi dari perjanjian
magang itu sendiri adalah mengatur secara tegaspblgrja magang mengenai
kewajiban untuk merahasiakan akta dan segala segaag) berkaitan dengan isi
akta dari pihak yang tidak berkepentingan, Sehinggahasiaan akta benar-benar

terjamin dan mendapatkan perlindungan pasti séuwdaam.

Peraturan perundangan yang berlaku is@aidealnya perlu mengatur
secara terperinci bentuk dan isi dari perjanjiaigang Notaris. Perjanjian magang
Notaris, seharusnya dituangkan dalam bentuk tertdin mengenai isinya, harus
memuat mengenai hak-hak dan kewajiban pekerja ngagam Notaris yang
bersangkutan, serta dilengkapi dengan sanksi-sap&sg mengatur dalam

perjanjian magang Notaris itu sendiri.

1.3. Pelaksanaan Perjanjian Magang Notaris Menurut | katan Notaris

Indonesia (INI )

Dengan semakin penting dan strategisingas dan fungsi notaris sebagai
pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktatilotégntang semua
oerbuatan hukum di bidang keperdataan sepanjangngrghdang tentang
kewenangan pembuatannya itu tidak menetapkan deangatau pejabat lain,
disebabkan salah satunya karena meningkatya kasmrdén kualitas transaksi
domestik maupun transaksi bisnis internasional, gyakesemuanya itu
membutuhkan peran dan jasa notaris sebagai pejabaim yang berwenang
membuat akta otentik, sebagai bukti yang terkuat téapenuh, di samping itu

juga Notaris adalah aparatur hukum, oleh karenanydlak harus memenuhi
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persyaratan khusus yaitu professional dan integnteral yang tidak boleh
diragukan.

Untuk dapat menerapkan hal tersebwaguan peranan organisasi Notaris
dalam hal ini dibutuhkan, terutama terwujudnya kaflaan Organisasi Notaris
yang solid, yang mampu membawa dan menjaga pagotanya untuk bersifat

profesional dalam menjalankan jabatannya.

Dalam hal ini, Organisasi yang dimaksebagaimana di atas adalah
Ikatan Notaris Indonesia ( INI ). lkatan Notarisitmesia ( selanjutnya disebut
INI ) adalah organisasi Notaris tertua di Indonggeng berdiri sejak tanggal 1
Juli 1908 ( menurut anggaran dasar ex penetapatemé&®hakiman tanggal 4
Desember 1958 nomor J. A. 5/117/6) dengan naman@&berlansch-indisce
notarieele Vereeniging”. Setelah Indonesia merdpksa Notaris Indonesia yang
tergabung dalam perkumpulan gaya lama tersebugatediwakili oleh ketuanya
yaitu Notaris Eliza Pondaag, telah mengajukan pbonan kepada pemerintah
c.q Menteri Kehakiman Republik Indonesia denganatsyma tertanggal 17
Nopember 1958 untuk mengubah anggaran dasar pedtampu, dan dengan
penetapan menteri kehakiman tanggal 4 desember D@H%r J.a.5/117/6,
perubahan anggaran dasar perkumpulan tersebuttalkayasah, dan sejak hari
pengumumannya dalam tambahan Berita Negara Replunoldnesia Tanggal 6
Maret 1959 nomor 19, nama “de nederlansch-indrsatarieele Vereeniging”
diubah menjadi “ Ikatan Notaris Indonesia”, yangkeeludukan di Jakarta.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai omEsii pejabat umum yang
profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kaal baik kualitas ilmu
maupun kualitas moral serta senantiasa menjunjunggit keluruhan martabat
Notaris, sehingga dalam memberikan pelayanannyadeemasyarakat senantiasa
berpedoman kepada kode etik profesi dan berdas&kdang-Undang Jabatan

Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004.

Ikatan Notaris Indonesia merupakan woiggsi Notaris sebagaimana yang

dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 200rig Jabatan Notaris
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yang telah mengamanatkan agar diwujudkan dalamveatiah organisasi notaris
untuk berhimpun bagi Notaris sebagaimana dimaksuand pasal 82 ayat ( 1)

yang menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalamveatiah organisasi Notaris.

Anggaran dasar lkatan Notaris Indondsraebut dan anggaran rumah
tangga lkatan Notaris Indonesia sampai dengan aefatelah mengalami
beberapa perubahan. Anggaran dasar yang teraldlahadnggaran dasar lkatan
Notaris Indonesia hasil kongres luar biasa lkatataNs Indonesia di Bandung
pada tanggal 27 januari 2007 sedangkan untuk amgdaumah Tangga lkatan
Notaris Indonesia yang terakhir adalah anggaran @utangga lkatan Notaris
Indonesia hasil rapat pleno pengurus pusat yan@rldgs lkatan Notaris
Indonesia di Medan, pada tanggal 29 Maret 2007.

Ikatan Notaris Indonesia diakui sebatadan hukum pertama kali
berdasarkan penetapan pemerintah tanggal 5 Septebh@®8 dan terakhir
berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Repubtikrigsia tanggal 23 januari
1995 nomor C2.1022.HT.01.06 tahun 1995 yang telamagimkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 no2® Tambahan nomor 1/8-
1995. Persetujuan pengesahan perkumpulan INI seliegian hukum yang
diberikan oleh Departemen Kehakiman ( sekarang Dep&n Hukum Dan Hak
Asasi Manusia ) karena lkatan Notaris Indonesildi()Itelah memenuhi kriteria
sebagai Organisasi profesi jabatan Notaris.Kemudkatan Notaris ndonesia
( INI') mempunyai anggota yang meliputi 90% ( Sdarbipuluh persen ) lebih

dari jumlah Notaris yang ada di seluruh Indonesia.

Ikatan Notaris Indonesia ( INI ) jugampunyai struktur kepengurusan di
tingkat pusat, tingkat propinsi, maupun tingkat Ugadten atau kotamadya di
seluruh Indonesia atau setidaknya pada sebagiaar begayah Republik

Indonesia.

Di samping itu Ikatan Notaris Indoneslall ) secara berkala mengadakan
pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas émpuan anggotanya.

Pengakuan tersebut diatas lebih diperkuat lagi alengdanya Surat Edaran
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Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republikdoimesia nomor
C.T.W.01.10.02 tanggal 29 Juni 2002 bahwa tentamgtsekomendasi untuk
pindah wilayah kerja Notaris dan hasil ujian kod#k eéNotaris hanya dari
organisasi lkatan Notaris Indonesia ( INI ), jugangan dikeluarkannya surat
keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ManusepuRlik Indonesia
nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarisakgmudian
diundangkannya Undang-undang Jabatan Notaris gertéduran Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia nomor M.02-PR.08.10 tahun42féhtang tata cara
pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, sustyenisasi, tata kerja, dan
tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (upakan peraturan
pelaksanaan ketentuan pasal 81 Undang-undang datetizris ).

Struktur organisasi lkatan Notaris Indsia ( INI') berdasarkan pasal 10
Anggaran Dasar lkatan Notaris Indonesia ( INI ) gyaerbaru tersebut di atas,
terdiri dari rapat anggota ( berupa kongres darférensi wilayah dan daerah ),
pengurus ( yang terdiri dari pengurus pusat, pergwrilayah dan pengurus
daerah ), dan Dewan Kehormatan ( terdiri dari Deahormatan pusat, Dewan
kehormatan wilayah dan Dewan Kehormatan daeratalan® menjalankan tugas
dan tangung jawab organisasi, maka jajaran orgsinikatan Notaris Indonesia
tersebut yaitu pengurus pusat Ikatan Notaris Insiené PP-INI ), Majelis
Kehormatan Pusat ( MKP ) yang berkedudukan di ibta,k19 pengurus daerah
dan Majelis Kehormatan Daerah ( MKD ) yang berkedkach di propinsi, serta
134 pengurus cabang yang berkedudukan di Kabupat€¢atamadya, selalu

menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya.

Ikatan Notaris Indonesia ( INI ) mempantujuan berdasarkan pasal 7
anggaran dasar yang terbaru tersebut di atas ymenjunjung tinggi kebenaran
dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepalstikum, memajukan dan
mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan sertapbngetahuan dalam
bidang Notariat pada khususnya, menjaga keluhutatmat serta meningkatkan
mutu Notaris selaku pejabat umum dalam rangka pehganya pada Tuhan
Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara, memupuk dan memapdiubungan
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silahturahmi dan rasa persaudaraan serta rasaukegan antara sesama anggota
untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta akésegan segenap

anggotanya.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai walagi Notaris diharapkan dapat
berperan aktif dalam memberikan arah dan tunturegi Bnggotanya dalam
menjalankan jabatannya sehingga para Notaris dapainberikan jaminan
kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pererasa Notaris dan

masyarakat luas.

Organisasi Notaris yang disebut lkattaris Indonesia ( INI ) adalah
organisasi profesi jabatan Notaris satu-satunya Indlonesia yang badan
hukumnya berbentuk perkumpulan yang diatur dalaralXiUndang-Undang
Hukum Perdata..

Organisasi jabatan Notaris berbentukkyapulan dicirikan dengan
adanya atau mempunyai anggota dan kekuasaan tgréidg pada anggota yang
diwujudkan dalam bentuk adanya konsistensi melaisan kongres yang diatur
dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tanggamarlan serta mempunyai

kode etik untuk para anggotanya.
Berbadan hukum dicirikan perkumpulasébut , yaitu :

1.Mendapat pengesahan dari instansi yang memberieagesahan sebagai

badan hukum;
2. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah;
3. Mempunyai tujuan tertentu;
4. Mempunyai kepentingan sendiri;
5. Ada organisasi yang teratur.

Magang mempunyai pengertian yang bdéwamagam. Dalam hal ini,

Ikatan Notaris Indonesia ( INI ) mendefinisikan Mag tidak sama dengan
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pekerjaan. Menurut Ikatan Notaris Indonesia ( IMiggang Notaris diatur dalam
undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabaitaridl

Magang Notaris dalam Undang-undang NoB® tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris terbagi menjadi dua ( 2 ) macaity ya
1. Magang atas prakarsa sendiri :
a. Magang sepenuhnya

Magang dalam hal ini diartikan sebagai mggsebagaimana diatur dalam
ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 teniabgtan Notaris, yaitu
pekerja magang murni melakukan magang di kantorafdotsebagaimana
tercantum dalam pasal 3 huruf f, yaitu syarat undgiaipat diangkat menjadi
Notaris adalah telah menjalani magang atau nyaatanielah bekerja sebagai
karyawan Notaris dalam jangka waktu 12 ( dua bglaslan berturut-turut pada
kantor Notaris atas prakarsa sendiri dimana calotaf$ dapat memilih sendiri
dikantor Notaris mana yang diinginkan dengan tetegmdapatkan rekomendasi

dari organisasi Notaris setelah lulus strata dumtegiatan.
b. Magang sekaligus sebagai pekerja dari kawbbaris yang bersangkutan.
2. Magang atas prakarsa organisasi

Organisasi bertujuan menata dan mengatkerja magang yang akan
melakukan magang di kantor Notaris untuk mempeksiagalon-calon Notaris

yang baik di dalam masyarakat.

Dalam hal magang Notaris, terdapat miskae pelaksanaan daripada
magang itu sendiri. Akan tetapi mekanisme pelaksamaagang Notaris menurut
Undang-Undang Jabatan Notaris pada saat ini belamrdSedangkan dari pihak
organisasi pun dalam hal ini adalah lkatan Notémonesia ( INI ), belum
mengatur secara tegas mengenai mekanisme pelaksamagang Notaris itu

sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya sampai isadtebanyakan hanya
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berdasarkan pada mekanisme kesepakatan inter@apipak yang bersangkutan,
yang dalam hal ini adalah pekerja magang dan Ndtari

Perjanjian magang dalam pelaksanaanantagNotaris memang sangat
diperlukan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepegan masing-masing
pihak,serta untuk melindungi hak-hak dan kewajidan masing-masing pihak
tersebut, dalam hal ini adalah pekerja magang datarl$ yang bersangkutan.
dalam hal ini, menurut Ikatan Notaris IndonesiaN| ), perjanjian magang
memang harus atau wajib ada. Dalam pelaksanaamherdpa Notaris ada yang
menerima magang dan atas magang tersebut dibuat gpeiganjian yang dapat
disebut sebagai perjanjian magang. Namun haldaktdapat disamakan dengan
perjanjian kerja pada umumnya, karena hal terssinugat berbeda. Dalam hal ini
jika di kemudian hari ada masalah pada pegawai ntag@maka Notaris yang
memberikan magang tersebut tidak dapat diajukanadepinstansi yang
berwenang mengenai masalah kepegawaian

Perjanjian magang tersebut dibuat d\efaris-notaris yang menerima
pegawai magang, yang memahami atas resiko dariwaegmagang yang
diterimanya tersebut. Resiko-resiko tersebut antameadalah seabagai berikut

1. Kerahasiaan akta Notaris

Berkaitan dengan rahasia jabatan Notimana mengenai akta-akta yang
dibuat kepadanya adalah suatu kerahasiaan dankalak diketahui selain oleh
Notaris dan para saksi yang hadir dalam proses patab akta yang

bersangkutan.

* Wawancara dengan Abdul Syukur Hasan S H, Ketua Bidang Organisasi Ikatan Notaris Indonesia,
Pada Tanggal 18 November 2010 Di Kantor Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Pusat

*® Wawancara dengan Sindian Osaputra, SH, Mkn, Pengurus Pusat lkatan Notaris Indonesia
(INI'), Notaris dan PPAT di Kelapa Gading pada tanggal 6 Desember 2010 di Kantor Sekretariat
Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Pusat

* Ibid
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2. Nama baik dari Notaris yang bersangkutan

Nama baik dari Notaris penerima magang calon rsotdalam artian
apabila pegawai magang telah berakhir masa magarmmadea kantor Notaris dan
setelahnya melakukan praktik secara langsung bengan dengan masyarakat
ataupun bekerja kembali sebagai pegawai tetap kadtor Notaris yang lain,
apabila dinilai masyarakat ataupun Notaris yang léi bahwa orang yang
bersangkutan tidaklah berkompeten untuk melakukarua kewajiban-kewajiban
layaknya sebagai Notaris yang baik dan sesuai gadadang Jabatan Notaris
maka bukanlah tidak mungkin bahwa pihak-pihak yangnggunakan jasa
ataupun berhubungan dengan orang yang bersangtersebut bertanya-tanya
mengenai bagaimana kinerja pada saat melakukaa k&gang yang pada saat
sebelum menjabat sebagai Notaris di masyarakapatasebagai pegawai tetap
pada kantor Notaris yang lain dan atas hal tersdapat disimpulkan bahwa
nama Notaris dimana orang yang bersangkutan medakékrja magang akan
terbawa dan dapat dikatakan tidak mengajarkan daydng benar utuk ataupun

sebagai calon Notaris yang baik.

Atas resiko-resiko tersebut, sebaikpgsjanjian magang dibuat secara
tertulis dan disertai dengan sanksi apabila dipariatas resiko-resiko tersebut.

Adapun tujuan magang Notaris menukatan Notaris Indonesia ( INI ).
Ikatan Notaris Indonesia ( INI ) berpendapat, tojmaagang Notaris adalah agar
calon Notaris dapat terampil dalam hal melakukakepaannya nanti sebagai
Notaris, agar dalam hal menjalankan jabatannya &tkah diangkat sebagai
Notaris, dapat menjalankan posisi jabatannya dermgak dan benar. Hal ini
karena sebagai Notaris terdapat permasalahan bdbtaais harus membuat akta
sesuai dengan kemauan para pihak, namun harus thtlgsarkan atau
berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaketapiT dalam
pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri terkadangndiean para pihak

bertentangan dengan ketentuan dari Undang-undaag.h@l inilah terlihat dan
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dapat dinilai bagaimana sebaiknya Notaris tersddmstindak dan mengambil
keputusan atas permintaan pembuatariakta

Menurut Ikatan Notaris Indonesia ( NImagang yang diorganisir oleh

organisasi, idealnya adalah memiliki kriteria-kritesebagai berik{it :

1. Melihat kemampuan atau kriteria dari pihak yakgn atau berkeinginan untuk

magang walaupun terlihat subjektif namun juga hdililsat secara objektif.

2. Ada atau terdapat kurikulum atas magang tersebaperti mengenai
pengenalan kantor Notaris, sistematika kerja kahotaris dan Notarisnya

sendiri, dan juga dalam hal pembukuan protokolgkaitNotaris.
Protokol Notaris teriri d&fi:
1. Bundel minuta akta.
2. Daftar akta ( Reportorium ) — ( pasal 58 ayatilIN )

3. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yanglikian dan ditandatangani di
hadapan Notaris ( Legalisasi ) — ( pasal 58 ayat)IN )

4. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yangiklikan ( waarmerking )- (
pasal 58 ayat 1 UUJN ).

5. Buku Daftar Protes terhadap tidak dibayar atéaktditerimanya surat berharga
( pasal 16 ayat 1 huruf g UUJN ).

6. Buku Daftar Wasiat ( pasal 16 ayat 1 huruf h NU.J
7. Daftar Klaper untuk para penghadap.

8. Daftar Klaper untuk surat di bawah tangan yasghkan dan ditandatangani di
hadapan Notaris ( legalisasi ) — ( pasal 59 ayat)IN ).

% Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, S H, M.hum, Pengurus Pusat Ikatan Notaris

Indonesia ( INI ), pada tanggal 4 Desember 2010
41 .
Ibid
*2 Habib Adjie, Hukukm Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, P T Refika Aditama, Bandung, 2008 , Halaman 49
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9. Daftar Klaper untuk surat di bawah tangan yaibgldikan ( waarmerking ) — (
pasal 59 ayat 1 UUJN ).

10. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJNagal 58 ayat 1 UUJIN )

Mengenai masalah ini ditekankan kepaddifasi calon Notaris dalam
melakukan magang. Hal ini sangat penting kareraktidenutup kemungkinan
sekarang terdapat atau banyak pegawai magang yatitasimya hanya untuk
memenuhi ketentuan persyaratan pengangkatan daartdenen, bahwa sebelum
diangkat menjadi Notaris wajib melakukan magangmeel 12 ( dua belas ) bulan
atau 1 ( satu ) tahun di kantor Notaris. Dalam k¢smgnnya di lapangan dinilai
bahwa dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun tersiethaik dapat dikatakan cukup
atas semua hal yang berkaitan dengan pelaksanzetanaatau pekerjaan sebagai
Notaris. Menurut Ikatan Notaris Indonesia ( INI glgksanaan magang Notaris
idealnya seharusnya dilakukan dalam jangka waktarigulebih 5 ( lima ) tahun,
agar dapat dikatakan cukup pengalaman atas jabltaris ini, walaupun tidak

menutup kemungkinan waktu yang diperlukan lebjatatau lebih lama lagi.

Mengenai pelaksanaan jabatan Nxntamenurut Ikatan Notaris
Indonesia ( INI ), apabila tidak dilakukan dengaan&r dan terdapat masalah,
maka akan merugikan pihak organisasi, yang daldmmhadalah Ikatan Notaris
Indonesia ( INI ), karena atas penyelesaian masaaly dihadapi oleh Notaris
akan diselesaikan oleh organisasi Ikatan Notadsrmesia ( INI ). Oleh karena itu
mengenai ketentuan-katentuan yang dianggap agakepot&an ataupun
menyulitkan bagi calon Notaris, bukanlah untuk ntergbat, tetapi organisasi
berharap dan menginginkan serta mempersiapkan islotataris yang baik dan
benar dalam hal pelaksanaan jabatan Notaris ian,dhlam hal ini diharapkan

dari pekerja atau pegawai magang Notaris adaldhkoesecara profesional.

Menurut pendapat Ikatan Notarisoimekia ( INI ), mengenai hak dan
kewajiban pekerja magang adalah sesuai dengandesep awal antara pekerja
magang dengan Notaris yang bersangkutan dan Ngtmg bersangkutan tidak

dapat dituntut oleh pekerja magang untuk membaggungah uang kepada
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pekerja magang, dan pada umumnya, pekerja magaryg n@endapatkan bonus-
bonus berupa biaya konsumsi dan biaya transportasi Notaris yang

bersangkutaf.

Menurut pendapat pekerja magangaksaelhaan magang di kantor
Notaris belum terdapat perjanjian secara tertMiskanisme pelaksanaan magang
hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua pidak) thal ini adalah pekerja
magang dengan Notaris yang bersangKiitan

Pekerja magang sangat mengingirkgar lkatan Notaris Indonesia
(INI) sebagai Organiasi profesi Notaris di Indoaesintuk membuat peraturan
mengenai pelaksanaan magang terutama dalam hahjwen magang di kantor

Notaris. Hal ini guna melindungi hak-hak dan kepegen dari pekerja magaftg

Adanya perjanjian magang yang ditsezara tertulis di kantor Notaris,
dianggap sangat penting guna mengakomodir kepemikgpentingan dari
pekerja magang. Selama ini, pekerja magang hanyagawa berdasarkan
kesepakatan yang dibuat secara lisan pada saat akala melakukan magang,
sehingga pekerja magang sangat menginginkan segepatla peraturan yang
mengatur agar pelaksanaan magang diatur dengamijiemjsecara tertufis

Ikatan Notaris Indonesia ( INI )engungkapkan, bawa perjanjian
magang selama ini sebagian besar hanya dituangdam dentuk lisan. lkatan
Notaris Indonesia ( INI ) menambahkan, bahwa pggarkerja magang Notaris
sangat penting dibuat secara tertulis, hal ini gomindungi kepentingan dari

Notaris dalam menjalankan jabatannya dan pekerganwitu sendiri.

* Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, S H, M.hum, Pengurus Pusat Ikatan Notaris
Indonesia ( INI ), pada tanggal 4 Desember 2010

* Wawancara dengan Jafron Chrisliansyah S H, M.kn, Pekerja Magang di Kantor Notaris
Tangerang, pada tanggal 20 oktober 2010

* Wawancara dengan M Zahroni Kusuma Putra S H, M.kn, pekerja magang di kantor Notaris
Tangerang, pada tanggal 3 Desember 2010

** Wawancara dengan Lukman Alfianto S H, M.kn, pekerja magang di kantor Notaris Bekasi, pada
tanggal 3 Desember 2010
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* Magang di luar negeri

Di luar negeri, seperti di neg&@delanda, magang di kantor Notaris
ditentukan oleh peraturan yang berlaku di Negarsetrit.Di Belanda, syarat
untuk menjadi seorang Notaris adalah telah merijal@sa magang terlebih
dahulu selama 4 ( empat ) tahun berturut-turutal®anaan magang Notaris di
Belanda sebagian besar dilakukan dengan perjadgdam bentuk tidak tertulis
atau lisan antara pekerja magang dengan Notarisikien pula dengan hal nya
yang terjadi di Negara Perancis dan Jepang. Dinesralan di Jepang magang
Notaris dilaksanakan dengan perjanjian secara, lisalaupun terkadang terdapat

juga Notaris yang membuat perjanjian magang seesais'’.

2. KERAHASIAAN AKTA NOTARIS DENGAN KEBERADAAN
PEKERJA MAGANG PADA KANTOR NOTARIS.

2.1. Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang
diperoleh guna pembuatan akta.

Seiring dengan semakin pentingnya akta otentik gagbalat bukti yang
sempurna selama ini, maka kedudukan notaris selpagabat umum yang satu-
satunya berwenang untuk membuat akta otentik j@yaakin penting. Selain
kewenangan tersebut, masih ada kewenangan-kewendaigaya yang diatur
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perat@ramgang-undangan.

Melihat dari banyaknya tugas dan kewenangan notarvéka dapat
dikatakan notaris mempunyai tugas yang berat kadesmais menempatkan
pelayanan masyarakat di atas segala-galanya. Watdkperlukan suatu tanggung
jawab baik individual maupun sosial, terutama Ketaapada norma-norma

hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada ketlke profesi, bahkan

* \Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, S H, M.hum, Pengurus Pusat Ikatan Notaris
Indonesia ( INI ), pada tanggal 21 Desember 2010
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merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan mammtenorma hukum positif
yang sudah ada

Notaris di dalam menjalankan tugasnya sebagai gejabum merupakan
lembaga kepercayaan yang tidak boleh terlepas siamber-sumbernya yaitu
Undang-undang Jabatan Notaris. Jabatan Notariatagdatan yang memberikan
pelayanan dan merupakan suatu lembaga kepercagagrdgpat diandalkan oleh
masyarakat untuk urusan tertentu seperti membaatamd pembuatan akta
perjanjian antara para pihak, membuat dan/atau img@ay surat wasiat dan lain-
lain. Untuk itu keluhuran budi dan moral yang bderi seorang notaris adalah
suatu persyaratan yang tidak bisa di tawar-tawgir kal ini didasarkan kepada
pemikiran bahwa tidak mungkin masyarakat dapat nesikdin kepercayaan
kepada seorang notaris apabila yang bersangkui@diapat dipercaya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dpatdipercaya itu,
maka sebelum menjalankan jabatannya seorang notag® mengucapkan
sumpah di hadapan Menteri atau pejabat yang diurflal ini sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16 UndangUndang Nathtahun 2004 tentang
Jabatan Notaris. Dalam salah satu sumpah jabatsebtd, notaris bersumpah
untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yargyalgh guna pembuatan akta
yang dibuatnya.

Merahasiakan isi akta berarti bahwa seorang nothasus mampu
memegang rahasia jabatannya. Ketentuan ini berkatat dengan ketentuan
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tenlabgtan Notaris yang
mengatur lebih lanjut bahwa notaris hanya dapat Ineeikan, memperlihatkan,
atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salhktmatau kutipan akta, kepada
orang yang berkepentingan langsung pada akta, vedniis, atau orang yang
memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peeatyerundang-undangan.

Dalam pasal 16 huruf e Undang-undang Nomor 30 t##Q0% tentang
Jabatan Notaris, mengatur bahwa Notaris wajib nasiakan segala sesuatu

mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterayaam diperolehnya guna

* Liliana Tedjosaputro, Etika profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing,
Yogyakarta, 1995, Halaman 13
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pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau jargmatecuali Undang-undang
menetukan lain. Berdasarkan ketentuan tersebutamikaris harus menjamin
bahwa pekerja magang dapat merahasiakan segalatitsasengenai akta dan
keterangan lainnya yang berkaitan dengan aktapilaak yang tidak mempunyai
kepentingan dengan akta tersebut.

Kewajiban untuk merahasiakannya selain diharuskeim dndang-undang
juga oleh kepentingan notaris itu sendiri. Notgasg tidak dapat merahasiakan
akta dan segala sesuatu yang berkaitan denganaka dirinya akan mengalami
akibatnya di dalam praktik ia akan segera kehilangapercayaan publik dan ia
tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan.

Bila kewajiban untuk merahasiakan isi akta tersetligbitkan dengan
keberadaan pekerja magang di kantor notaris, mak#etsebut pada praktiknya
tidaklah menjadi masalah. Karena notaris dalam at@mkan jabatannya
memerlukan tenaga kerja dalam menangani pekerjaag gilimpahkan atau
dipercayakan masyarakat kepadanya, tidak mungkjalaeesuatunya dilakukan
sendiri oleh notaris. Dan telah disebutkan bahwgang bagi lulusan mahasiswa
kenotariatan statusnya adalah sebagai pekerja fgadar notaris. Sebagaimana
secara umum berlaku, bahwa sebagai pihak yang nieoneh, maka majikan
berhak memberikan perintah terhadap pekerjanya. dadkipun notaris wajib
merahasiakan isi akta, namun dalam praktiknya dareenyelesaikan suatu akta
notaris juga membutuhkan pekerja yang membantueprosrsebut dari awal
hingga selesai.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan bahwa karyaetaris termasuk
pekerja magang masing-masing atau secara kelomgokegang satu atau dua
buah akta. Itu berarti bahwa notaris mempercayakgas-tugasnya pada para
pekerja di kantornya. Dan sebagai pihak yang d@ercoleh notaris untuk
menangani akta-akta maka sejak awal diterima sebkaggawan notaris, peekrja
telah memiliki kesadaran yang tumbuh dalam dirimghwa sebagai pekerja pada
kantor notaris yang jabatannya adalah jabatan &kaepaan ia pun memiliki
tanggung jawab yang sama dengan notaris, yaitlkuntrahasikan isi akta dan

keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta.
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Hal ini didukung oleh pendapat Lumbun Tobing, G,Hb&hwa di dalam
Rancangan Undang-undang dari Notariswet 1842, yaitg berlaku di Belanda,
semula tercantum kata-kata de' dtipste geheimhounding” Sewaktu
memperdebatkan RUU tersebut, sebagian anggotanuepat, bahwa perkataan
“stipste” diganti dengan katavéreiste’ dan dengan demikian menurut pendapat
mereka, notaris dapat menyuruh pekerja yang digaitga untuk membuat
aktanya (dalam arti mempersiapkan). Akan tetapanmtsekaligus juga terikat
untuk tidak memakai pekerja, selain yang diperaa’.

Usul tersebut diterima, akan tetapi oleh PemerirBalanda perkataan
“vereiste” itu kemudian diganti dengan kata-kataeest mogelijke” sebagaimana
bunyinya dalam Peraturan Jabatan Notaris (dan aegatalam Undang-Undang
Jabatan Notarid), yang penggantian tersebut mungkin dimaksudkarukunt
menghilangkan dari keberatan-keberatan dari meyekg beranggapan, bahwa
semua pekerjaan harus dilakukan oleh notaris itdige Dalam praktiknya
memang ada notaris yang menangani akta sendapi tiettap saja untuk survey di
lapangan dan pengetikan akta dilakukan oleh pekgjeDengan demikian secara
tidak langsung pekerja mengetahui isi dari aktsetieut.

Selanjutnya Lumban juga mengatakan bahwa sebagesar bpenulis
berpendapat, sekalipun dalam Peraturan JabatamidN@adN) yang lama hanya
mengatakan bahwa kewajiban notaris adalah untulkahlmsrakan isi akta-akta,
bukanlah berarti bahwa notaris dan para pekerjaidak diwajibkan untuk
merahasiakan keterangan yang diperolehnya dan glima pembuatan akta, yang
tidak dicantumkan dalam aRta

Dari perkataan Lumban Tobing, G.H.S., yang perkiisp di atas, jelas
menunjukkan bahwa dari masa berlakunya Peratutzatala Notaris hingga kini
berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, padaikmgk kewajiban notaris
untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yareyalgh guna pembuatan akta,

juga merupakan kewajiban bagi para pekerja di kambtaris, termasuk pekerja

* Lumban Tobing G H S, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit : Erlangga, Jakarta, 1983, Halaman
58

20 Ibid, Halaman 60

> Ibid, Halaman 61
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magang. Artinya bahwa kewajiban untuk merahasilsarakta tersebut adalah
untuk merahasiakannya dari pihak lain yang beradaad kantor atau pekerjaan
notaris, bukan merahasiakan dari pekerja di kag&fn

Dengan demikian maka dapat penulis katakan bahwenten Pasal 4
dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabdédéaris pada praktiknya
tidaklah berlaku absolut. Karena pada praktiknylaki menjadi masalah bila
kerahasiaan suatu akta diketahui oleh para peekantor notaris. Hal ini tidak
sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-dndiaipatan Notaris, yaitu
bahwa notaris diharapkan untuk menyelesaikan deakiia-aktanya dan selalu
dapat menjaga kerahasiaan akta-akta yang dibud®aga praktiknya hal itu tidak
mungkin, karena itu yang paling penting adalah kmimetaris dalam merekrut
pekerjanya dikantornya haruslah benar-benar oramg ypisa dipercaya. Karena
itulah pada kantor notaris banyak pekerja (termapakerja magang) yang
diterima bekerja berdasarkan rekomendasi dari eoaagg yang telah dikenal
notaris secara pribadi.

Merahasiakan akta adalah merupakarh ssdtu kewajiban dari pekerja
magang, walaupun tidak diatur dalam peraturan. &gnjkerahasiaan akta oleh
pekerja magang sangatlah penting, hal tersebut guelalungi Notaris yang
bersangkutan, Karena merahasiakan akta adalah saah dari kewajiban
Notaris*.

Pada saat akan melakukan magang, pekegang membuat kesepakatan
dengan Notaris, agar pekerja magang merahasiakakts dan segala sesuatu
yang berkaitan dengan akta dari pihak lain yangktidhemiliki kepentingan
dengan akta tersebut. Sehingga isi akta dan segsimtu yang berkaitan dengan
akta yang dibuat, dapat terjamin kerahasiannyaa Radt pelaksanaan magang,
pekerja magang hanya diberikan akta-akta yang meame para pihak dalam

akta sudah disamarkan terlebih dahulu dengan carautopp nama-nama para

52 .

Ibid
>> Wawancara dengan M Zahroni Kusuma Putra S H, M.kn, pekerja magang di kantor Notaris
Tangerang, pada tanggal 3 Desember 2010
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pihak yang ada dalam akta tersebut, sehingga pekegang tidak mengetahui
nama-nama para pihak yang ada dalam akta. Caebterdigunakan oleh Notaris

yang bersangkutan guna menjaga kerahasiaan aséhgf.

Menurut pendapat penulis, menjaga kerahasiaarbakinlah merupakan
kewajiban dari Notaris saja, akan tetapi pekerjgang juga wajib menjaga
kerahasiaan akta yang dibuat. Alangkah baiknyayyaéaan tersebut dituangkan
dalam perjanjian secara tertulis, sehingga adastigpehukum mengenai hal

tersebut.

> Wawancara dengan Lukman Alfianto S H, M.kn, pekerja magang di kantor Notaris Bekasi, pada
tanggal 3 Desember 2010
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BAB |11
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesmpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis analisis padealBanaka penulis
dapat menarik kesimpulan bahwa :
1. Pemagangan dalam Undang-Undang Nomor 13 TahuWwB8 ZDentang
Ketenagakerjaan berbeda dengan magang yang tdrj&dntor Notaris. Dalam
Undang-Undang Ketengakerjaan pemagangan diarté&bagsi sistem pelatihan
kerja yang tujuannya adalah untuk memberi, meemitkgk serta
mengembangkan potensi kerja, produktifitas dan é&®ga pada tingkat dan
keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifik@satan atau pekerja. Magang
pada kantor Notaris adalah benar-benar bekerjaseg@ta dan tidak terputus-
putus di bawah bimbingan Notaris yang bersangkutBelaksanaan perjanjian
Magang Notaris selama ini hanya dituangkan dalantuieperjanjian magang
secara lisan, sedangkan menurut Undang-Undang Nb&itahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Perjanjian pemagangan harus dibeeara tertulis, jika
perjanjian magang dibuat secara tidak tertulis, anggmagangan tersebut tidak
sah dan status pekerja magang berubah menjadijpekat perusahaan yang
bersangkutan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004amgnJabatan Notaris,
tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengelaksanaan magang dan
bentuk dari perjanjian magang. tetapi menurut kkatataris Indonesia  (INI)
dan pekerja magang seharusnya perjanjian magaogndikan dalam bentuk
tertulis dan pelaksanaan magang di kantor Notarsshdibuat kurikulum yang
jelas.
2. Kewajiban notaris untuk merahasikan isi akta dagala keterangan yang
diperoleh guna pembuatan akta juga merupakan dw@t@jiban yang harus
diemban oleh para pekerja magang. Karena padailprgit kewajiban tersebut
adalah kewajiban untuk merahasiakan dari pihakyaimg berada di luar kantor

atau pekerjaan notaris, yang tidak mempunyai képgert dengan akta.
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2. Saran

Karena masih banyaknya kekurangan yang penulis kemulalam
hubungan kerja antara notaris dan pekerja magag,udtuk lebih melindungi
notaris dan pekerja magang dalam hubungan keigealet, maka penulis dapat
menyarankan agar :

1. Pada kantor notaris segera dibuat perjanjian setar@lis, termasuk
perjanjian magang. Khusus bagi pekerja magang)yadperjanjian magang
tertulis akan lebih menegaskan kedudukannya padt@ikaotaris, yang dapat
membedakan hak dan kewajibannya dari pekerja lairkagitor notaris.
Sehingga kelak jika terjadi perselisihan merekggal mengacu berdasarkan
perjanjian  tersebut, dan  ketentuan  perundang-ursiang dapat
dikesampingkan. Sosialisasi undang-undang keteeaigak, khususnya
tentang hubungan kerja lebih diefektifkan di kantotaris. Karena bila tidak
dibuat suatu perjanjian secara tertulis maka hudongerja pada kantor
notaris tidak dilindungi oleh undang-undang. Jagapun yang dilakukan
dalam perjanjian hubungan kerja tersebut tidakibbkrtentangan dengan apa
yang ditentukan oleh undang-undang ketenagakerjaan.

2. Perlu terus ditingkatkan peranan Ikatan Notaris ohesia untuk
mengusahakan agar pengaturan mengenai kerja magalagnotaris diatur
secara jelas dalam Undang-undang Jabatan Notatslatam suatu peraturan
perundang-undangan tersendiri. Dan seyogyanyarnjianamagang Notaris
dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ipermaksud agar
kerahasiaan akta Notaris dapat dijaga dan calarisatu sendiri mengetahui
dengan jelas konsep kerja magang pada notaris lbagian pendidikan
kenotariatan, sambil menunggu revisi Undang-Undalapatan Notaris
tentang magang, maka pada tiap pelaksanaan kdikgtas Notaris Indonesia

( INI), supaya dianjurkan sosialisasinya kepada potaris.
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